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ABSTRACT 
 
The purpose of this study was to determine the suitability of the application 
of village financial management regarding planning, implementation, 
administration, reporting and accountability of the Village Revenue and 
Expenditure Budget (APBDes) with Permendagri No. 113 of 2014 concerning 
Village Financial Management in Duwet Village, Wonosari District. 
This research is a field study with a qualitative approach. The research 
subjects were Duwet Village, Wonosari Subdistrict, Klaten Regency, while the 
object of the research was planning, implementation, administration, reporting 
and accountability of the Village Revenue and Expenditure Budget (APBDes) in 
2018. Data collection techniques in the study used interviews and documentation. 
The results of this study indicate that for planning, implementation, 
administration and accountability of the management of the Village Revenue and 
Expenditure Budget in Duwet Village is in accordance with Permendagri No. 113 
of 2014 concerning Village Financial Management while the reporting phase is 
not fully in accordance with the provisions and submission of the first semester 
report reported not fixed. 
 
Keywords: Village Financial Management, Permendagro No. 113 of 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
xiii 
 
ABSTRAK 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian penerapan 
pengelolaan keuangan desa mengenai perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, 
pelaporan dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 
(APBDes) dengan Permendagri No 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan 
Keuangan Desa pada Desa Duwet Kecamatan Wonosari.  
Penelitian ini merupakan studi lapangan dengan pendekatan kualitatif. 
Subjek penelitian pada Desa Duwet Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten, 
sedangkan objek penelitian adalah perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, 
pelaporan dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 
2018. Teknik pengumpulan data pada penelitian menggunakan wawancara dan 
dokumentasi. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa untuk perencanaan, 
pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban pengelolaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Duwet telah sesuai dengan Permendagri No 
113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa sedangkan untuk tahap 
pelaporannya belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan serta penyampaian 
laporan semester pertama dilaporkan tidak tetap.  
 
Kata kunci: Pengelolaan Keuangan Desa, Permendagri No 113 Tahun 2014  
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
 
1.1 Latar Belakang 
Perubahan sistem dan perkembangan teknologi yang terjadi di masyarakat 
Indonesia membuat masyarakat semakin sadar akan kualitas kinerja pemerintah 
dari mulai pemerintahan pusat hingga pemerintahan terkecil yaitu Desa (Kadjuju 
dkk, 2017). Era globalisasi ini Indonesia merupakan salah satu masyarakat dunia 
yang mempunyai kewajiban untuk ikut andil dalam berpartisipasi mewujudkan 
pemerintahan yang baik untuk menunjang persaingan dalam era globalisasi ini 
(Daling, 2013).  
Adanya paradigma tersebut maka pemerintah memberikan otonom kepada 
daerah yang bertujuan untuk memungkinkan daerah dapat mengurus rumah 
tangganya sendiri supaya berdayaguna bagi penyelenggaraan pemerintahan dan 
pembangunan serta dalam rangka pelayanan kepada masyarakat (Daling, 2013). 
Dalam pengelolaan daerah maupun pada tingkat desa diperlukan adanya tata 
kelola yang baik (good governance). Pengelolaan keuangan desa yang baik 
merupakan aspek penting dalam menyesuaikan pembangunan desa dan 
kesejahteraan masyarakatnya. Terlebih lagi dapat meningkatkan dana yang di 
alokasikan setiap tahunnya (Nadirsyah dan Amalia, 2017). 
Menurut Virgie, dkk (2013: 95) pengelolaan keuangan desa diturunkan 
dalam bentuk kebijakan desa berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 
(APBDes). Sebagai daerah otonom terendah dalam sistem pemerintahan 
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Indonesia, desa memiliki keterbatasan dalam hal pembiayaan segala urusan 
pemerintahannya. Hal tersebut kemudian dijawab dalam PP Nomor 72 tahun 2005 
Tentang Desa pasal 68 bahwa sumber pendapatan desa selain diperoleh dari 
pendapatan asli desa juga diperoleh dari dana bagi hasil pajak daerah kabupaten 
atau kota, dana perimbangan keuangan pusat dan daerah, bantuan keuangan dari 
pemerintah, dan hubah serta sumbangan dari pihak ketiga.  
Keuangan desa dikelola berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 113 Tahun 2014 pasal 1 ayat 6 dimana pengelolaannya dilakukan dalam 
masa satu tahun anggaran yaitu dimulai dari 1 Januari sampai dengan 31 
Desember. Pemerintah memberikan bantuan dana desa yang berasal dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahunnya. APBN adalah 
rencana pengeluaran dan penerimaan pemerintah dalam rangka untuk mencapai 
suatu tujuan selama periode tertentu. APBN disahkan oleh Undang-Undang dan di 
realisasikan secara terbuka dan tanggungjawab demi kemakmuran warga negara 
(Halim dan Khusufi, 2012). 
Tercatat pada APBN tahun 2019 dialokasikan transfer ke daerah dan dana 
desa (TKDD) mencapai Rp. 826,77 triliun. TKDD tersebut terdiri dari transfer ke 
daerah sebesar Rp. 756,77 triliun dan dana desa sebesar Rp. 70,0 triliun. Selama 
tahun 2015 hingga tahun 2019 selalu mengalami peningkatan 
(www.kemenkeu.go.id). 
Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 menyebutkan bahwa terdapat lima 
komponen pengelolaan keuangan desa, yaitu perencanaan, pelaksaaan, 
penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Masing-masing komponen 
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pengelolaan keuangan desa harus didasarkan pada asas transparan, akuntabel, 
partisipatif, dan dilakukan dengan tertib serta disiplin anggaran (Nadirsyah dan 
Amalia, 2017). 
Daerah atau desa dalam melaksanakan hak, kewenangan serta 
kewajibannya dalam mengelola keuangan desa dituntut untuk dilakukan secara 
transparansi dan memiliki akuntabilitas yang tinggi. Transparansi artinya 
pemerintah mengungkapkan hal-hal yang sifatnya material secara berkala kepada 
pihak-pihak yang memiliki kepentingan, dalam hal ini yaitu masyarakat luas 
sehingga prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui 
dan mendapatkan akses informasi tentang keuangan daerah (Hanifah dan 
Praptoyo, 2015). 
Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah diartikan 
sebagai kewajiban pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan 
pengelolaan dan pelaksanaan pemerintahan di daerah dalam rangka otonomi 
daerah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Hanifah dan Praptoyo, 
2015).  
Mengelola keuangan desa sudah menjadi tugas dan tanggungjawab 
bersama pemerintah desa. Para pemerintah desa dalam pengelolaan APBDes 
dituntut untuk dapat melaksanakannnya sesuai dengan apa yang sudah menjadi 
aturan sehingga dalam hal ini transparansi dari para pemerintah desa sangat 
dibutuhkan. Transparansi juga memiliki kontribusi yang penting terhadap upaya 
penegakan hukum dan pemberantasan praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 
(KKN). Rendahnya transparansi dapat memberikan peluang dan kesempatan bagi 
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para pemegang kekuasaan untuk menyalahgunakan kekuasaan. Mengingat 
Indonesia berada pada peringkat ke 89 dari 180 negara (riset Transparency 
International 2019). 
Berdasarkan Kajian Tren Korupsi tahun 2018 yang dirilis Indonesian 
Corruption Watch (ICW) pada Kamis, 7 Februari 2019 yang mencatat 
sektor anggaran desa menyumbang kasus korupsi terbesar ketimbang sektor lain, 
serta jadi salah satu yang terbesar dalam menyumbang kerugian negara pada 
2018. Dalam paparannya, ICW mencatat ada 96 kasus korupsi anggaran desa dari 
total 454 kasus korupsi yang ditindak sepanjang 2018. Kerugian negara yang 
dihasilkan pun mencapai Rp. 37,2 miliar. Itu terdiri dari kasus korupsi di sektor 
infrastruktur anggaran desa yang mencapai 49 kasus dengan kerugian negara 
mencapai Rp. 17,1 miliar, dan kasus korupsi sektor non-infrastruktur sebanyak 47 
kasus dengan kerugian negara Rp. 20 miliar. 
Jika laporan keuangan desa dapat dilaksanakan dengan baik, maka kinerja 
pemerintahan desa akan meningkat. Sedangkan kenyataan yang terjadi saat ini 
terkait Laporan Keuangan Desa, secara prinsip masih banyak desa yang memiliki 
permasalahan terkait laporan keuangan desa misalnya sering terjadi keterlambatan 
laporan keuangan dalam penyampaian dari desa ke Kecamatan, masih lemahnya 
perangkat desa terkait kreativitas laporan keuangan dan masih lemahnya 
infrastruktur terkait teknologi informasi (Hanifah dan Praptoyo, 2015). 
Salah satu aspek yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan otonomi 
daerah dan desentralisasi yaitu pengelolaan keuangan daerah yang disebut 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Selain Anggaran Pendapatan 
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dan Belanja Daerah (APBD) dalam pelaksanaan otonomi daerah terdapat juga 
pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang harus diolah 
secara hati-hati berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan. Pelaksanaan 
APBDes dilakukan oleh pemerintah desa sendiri dimana pemerintah desa sudah 
memberi kewenangan yang penuh kepada Kepala Desa untuk mengelola 
keuangan secara bertanggungjawab (Mamuaya dkk, 2017). 
Untuk memperoleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), 
maka suatu desa harus tanggap dalam perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, 
pelaporan dan pertanggungjawaban APBDes untuk mendapatkan dana yang 
nantinya akan didapatkan dari kabupaten/kota. Setiap desa tentunya 
menginginkan kesejahteraan bagi bagi masyarakatnya, dengan adanya dana 
transfer dari kabupaten/kota ke desa seperti dana desa (DD), Alokasi Dana 
Desa(ADD), dan bahi hasil pajak dan retribusi (Kadjuju dkk, 2017). 
Dalam penelitian ini penulis meneliti di wilayah Kecamatan Wonosari 
tepatnya di Desa Duwet karena wilayah ini memiliki penduduk yang padat. 
Dengan banyaknya penduduk yang bertempat tinggal di Desa Duwet maka 
penulis tertarik untuk meneliti pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Desa, dampak dari adanya implementasi APBDes untuk memberdayakan 
masyarakatnya. Berdasarkan Laporan Realisasi APBDes Desa Duwet tahun 2018 
dinilai cukup besar yaitu sekitar Rp. 2.029.254.679,00. 
Kurangnya pengetahuan Sumber Daya Manusia (SDM) yang menjadi 
penghambat dalam pengelolaan desa di Desa Duwet. Hal tersebut sesuai dengan 
pendapat dari Bendahara Desa Duwet yang menyatakan bahwa, dalam 
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penyusunan kegiatan perencanaan yang berhubungan dengan komputerisasi hanya 
dilimpahkan oleh satu pihak saja yang menguasai komputer. Dengan adanya 
kondisi tersebut maka akan mempersulit aktivitas pengelolaan keuangan desa 
(Amin, Bendahara Desa Duwet, 2018). 
Penilitian ini memiliki alasan tersendiri dalam mamilih program 
pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dibandingkan 
dengan program lain. Keterkaitan ini dikarenakan APBDes secara keseluruhan 
memiliki implikasi yang cukup besar terhadap pembangunan desa. Semakin 
banyak Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang dikelola dengan 
baik dan jujur maka hasil pembangunan juga terlihat sangat jelas dan juga 
sebaliknya 
Penelitian mengenai penerapan Permendagri No 113 Tahun 2014 tentang 
pengelolaan keuangan desa telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yakni 
Yuliansyah dan Munandar (2017) ditemukan hasil penelitian bahwa 
penatausahaan keuangan desa di Desa Sambas dapat dikatakan sudah baik 
dikarenakan telah sesuai dengan Permendagri No 113 Tahun 2014 tentang 
pengelolaan keuangan desa. Mamuaya, Sabijino dan Gamaliel (2017) mengatakan 
bahwa penatausahaan keuangan desa di Desa Adow telah sesuai dengan 
Permendagri No 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. 
Kemudian penelitian Orangbio dkk (2017) menyatakan bahwa pengelolaan 
keuangan desa telah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang 
pengelolaan keuangan desa sedangkan pertanggungjawaban dan pelaksanaannya 
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belum sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan 
keuangan desa. 
Sehubungan dengan apa yang telah diuraikan diatas, maka peneliti tertarik 
untuk melakukan penelitian dengan judul “Evaluasi penerapan Permendagri 
Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa pada Desa Duwet 
Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten”. 
 
1.2. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan pembahasan dari latar belakang permasalahan, maka 
identifikasi masalah dari penelitian ini yaitu minimnya SDM dalam penyusunan 
APBDesa serta kepadatan penduduk yang ada dan memiliki APBDes yang cukup 
besar. 
 
1.3.  Batasan Masalah 
Batasan masalah dalam penelitian ini adalah hanya pada penerapan 
Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa dalam 
perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, penatausahaan dan pertanggungjawaban 
APBDes di Desa Duwet Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten.  
 
1.4.  Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan 
suatu masalah yaitu apakah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, 
penatausahaan dan pertanggungjawaban APBDes di Desa Duwet Kecamatan 
Wonosari Kabupaten Klaten telah sesuai dengan aturan Permendagri Nomor 113 
Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa? 
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1.5. Tujuan Penelitian 
Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini 
adalah dapat mengetahui kesesuaian kegiatan perencanaan, pelaksanaan, 
pelaporan, penatausahaan dan pertanggungjawabab APBDes di Desa Duwet 
Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 
2014 tentang pengelolaan keuangan desa.  
 
1.6. Manfaat Penelitian 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti maupun 
tempat dilakukannya penelitian atau objek dari penelitian ini, serta bagi 
masyarakat luas. Oleh karena itu, terdapat banyak manfaat yang diharapkan dari 
peneliti. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Bagi Akademisi 
Penelitian ini diharapkan bermanfaat dan dapat memberikan tambahan 
wawasan, informasi, dan pengetahuan kepada penelitian selanjutnya 
mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. 
2. Bagi Pemerintah Desa Duwet 
a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai 
perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, penatausahaan dan 
pertanggungjawaban dalam penyusunan APBDes khususnya di Desa 
Duwet Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten sebagai bahan evaluasi 
mengenai pengelolaan APBDes. 
b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Pemerintah 
Desa Duwet Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten mengenai 
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evaluasi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, penatausahaan dan 
pertanggungjawaban APBDes sesuai dengan peraturan yang berlaku 
agar pembangunan di desa dapat berjalan optimal dan dana yang 
dialokasikan dapat terlaksana sesuai dengan sasaran yang telah 
dianggarkan. 
 
 
1.7. Hasil Penelitian Yang Relevan 
Tabel 1.1 
Penelitan Terdahulu 
 
No Nama, 
Tahun 
Penelitian 
Judul  
Penelitian 
Metode 
Penelitian 
Hasil Penelitian 
1  Yuliansyah 
dan 
Munandar 
(2017) 
Kepatuhan 
Aparatur 
Desa 
Dalam 
Penatausa
haan 
Pegelolaan 
Keuangan 
Desa 
Berdasar 
kan 
Permenda
gri Nomor 
113 Tahun 
2014 
Metode 
analisis yang 
digunakan 
yaitu melalui 
empat 
tahapan 
diantaranya 
yaitu 
pengumpulan 
data, 
pengklasifika
sian data, 
penyajian 
data, dan 
kesimpulan 
Hasil dari penelitian 
tersebut yakni (1) Dalam 
pengelolaan keuangan, 
penatausahaan Desa Sambas 
dapat dikatakan baik 
dikarenakan telah sesuai 
dengan Permendagri No 113 
Tahun 2014 hal tersebut 
dapat dilihat dari segi 
pelaksanaan penatausahaan 
(2) terdapat beberapa 
kendala yang dihadapi 
dalam menerapkan 
Permendagri No 113 Tahun 
2014 yaitu minimnya SDM 
dan juga rendahnya latar 
belakang pendidikan 
perangkat desa 
Tabel berlanjut.... 
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Lanjutan tabel 1.1 
No Nama, 
Tahun 
Penelitian 
Judul  
Penelitian 
Metode 
Penelitian 
Hasil Penelitian 
2 Fitriani, 
Susyanti, 
dan Khoirul 
(2017) 
 
Analisis 
Perencana
an 
Pengelola 
an 
Keuangan 
Desa 
Menurut 
Peraturan 
Menteri 
Dalam 
Negeri 
Nomor 
113 Tahun 
2014 
  
Metode 
analisis data 
terdiri dari 
lima tahapan 
yakni 
pengumpulan 
data, reduksi 
data, uji 
keabsahan 
data, analisis 
data 
kemudian 
verifikasi 
kesimpulan 
Hasil dari penelitian yaitu 
Proses Perencanaan sampai 
dengan evaluasi 
perencanaan APBDesa 
Masangan Wetan telah 
sesuai dengan Permendagri 
113 tahun 2014 yang 
dibuktikan dengan 
pelaksanaan perencanaan 
dilaksanakan oleh sekertaris 
desa lalu dilaporkan kepada 
kepala desa kemudian di 
musyawarahakan dengan 
BPD dan yang terakhir 
dilaporkan kepada camat. 
3 Kasenda, 
Morasa, dan 
Rondonuwu 
(2018) 
Analisis 
Akuntan 
bilitas 
Pengelola 
an Alokasi 
Dana Desa 
Pada Desa 
Tikela 
Kecamat 
an 
Tombulu 
Kebupaten 
Minahasa 
 
Metode 
analisis data 
yang 
dilakukan 
peneliti lebih 
mengacu 
dalam 
bukunya 
Sugiyono 
yaitu metode 
deskriptif 
kualitatif  
Hasil penelitiannya yaitu 
bahwa perencanaan telah 
sesuai dengan permendagri 
113 tahun 2014 hal tersebut 
terbukti bahwa partisipasi 
masyarakat yang dituangkan 
dalam musrenbang. 
Sedangkan untuk 
pelaksanaan belum 
sepenuhnya sesuai dengan 
permendagri No 113 tahun 
2014 
Tabel berlanjut.... 
 
 
 
 
 
11 
 
 
Lanjutan tabel 1.1 
No  Nama, 
Tahun 
Penelitian 
Judul 
Penelitian 
Metode 
Penelitian 
Hasil Penelitian 
4 Orangbio, 
Tinangon, 
dan 
Gerungai 
(2017)  
Analisis 
Perencana
an Dan 
Pertanggu
ngjawaban 
Apbdes 
Menurut 
Permenda
gri Nomor 
113 Tahun 
2014 
Dalam 
Upaya 
Meningkat
kan 
Pembangu
nan Desa 
 
Metode 
analisis 
dalam 
penelitian ini 
yakni metode 
kualitatif, 
dimana 
proses 
pertama yaitu 
pengelolaan 
data, 
penguraian 
hasil 
penelitian 
secara 
deskriptif dan 
menarik 
kesimpulan 
Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa 
pengelolaan telah sesuai dan 
berjalan dengan baik akan 
tetapi pertanggungjawaban 
dan pelaksanaannya belum 
sesuai dengan Permendagri 
No 113 Tahun 2014 
diakarenakan tidak 
tersedianya akses informasi 
yang lancar bagi masyarakat 
dan juga kurangnya 
pengetahuan SDM dalam 
menjalankan sarana 
pengelolaan keuangan desa 
5 Mamuaya, 
Sabijono, 
dan 
Gamaliel 
(2017) 
 
Analisis 
Pengelola 
an 
Keuangan 
Desa 
Berdasar 
kan 
Permenda
gri Nomor 
113 Tahun 
2014  
 
Metode yang 
digunakan 
terdapat 
empat 
tahapan 
diantaranya 
yakni 
mengumpul 
kan data, 
analisis data, 
menginterpre
tasikan data 
kemudian 
ditarik 
kesimpulan.  
Hasil dari penelitian yaitu 
bahwa penatausahaan telah 
sesuai dengan Permendagri 
No 113 Tahun 2014, 
pelaporannya belum sesuai 
dikarenakan mengalami 
keterlambatan dalam 
pelaporan, selanjutnya 
untuk pertanggungjawaban 
tidak sesuai dengan 
Permendagri 113 Tahun 
2014 
Tabel berlanjut... 
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Lanjutan tabel 1.1 
No  Nama, 
Tahun 
Penelitian 
Judul 
Penelitian 
Metode 
Penelitian 
Hasil Penelitian 
6 Amalia Dan 
Nadirsyah 
(2017) 
Penerapan 
Permenda
gri Nomor 
113 Tahun 
2014 
Tentang 
Pengelola 
an 
Keuangan 
Desa 
(Studi 
Pada Desa 
Di 
Kecamat 
an 
Tapaktuan 
Kebupaten 
Aceh 
Selatan)  
Metode 
analisis 
mengguna 
kan model 
Miles dan 
Huberman 
yang terdiri 
dari tiga 
tahapan yaitu 
reduksi data, 
penyajian 
data, dan 
kesimpulan 
Hasil penelitian tersebut 
yakni tahap perencanaan, 
pelaksanaan dan 
pertanggungjawaban Desa 
Tapaktuan telah sesuai 
dengan Permendagri No 113 
Tahun 2014, sedangkan 
tahap penatausahaan dan 
pelaporan Desa Tapaktuan 
tidak sesuai dengan  
Permendagri No. 113 
Tahun 2014  
7 Liando,  
Lambey, 
dan Wokas 
(2017) 
Analisis 
Pengelola 
an  Dan 
Pertanggu
ngjawaban 
Anggaran 
Pendapat 
an Dan 
Belanja 
Desa Di 
Desa 
Kolongan 
Kombi 
Kabupaten 
Minahasa 
Metode 
analisis yang 
digunakan 
yakni dimulai 
dengan 
langkah 
menyatukan 
dan mencari 
data 
kemudian 
memilah 
informasi 
yang 
dianggap 
penting 
kemudian 
baru 
didiskripsi 
kan 
Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa 
pengelolaan dan 
pertanggungjawaban 
APBDes  di Desa Kolongan 
Kecamatan Kombi 
Kabupaten Minahasa 
Provinsi Sulawesi Utara 
belum sesuai dikarenakan 
terdapat kendala salah 
satunya yaitu SDM dan latar 
belakang pendidikan yang 
relatif rendah 
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1.8. Metode Penelitian 
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian ini menggunakan 
metode penelitian kualitatif lapangan. Dimana, penelitian ini menggunakan data 
yang diperoleh di lapangan dengan memahami fenomena yang terjadi pada suatu 
objek yang akan diteliti (Moleong, 2014). 
 
1.9. Jadwal Penelitian 
Terlampir. 
 
1.10. Sistematika Penulisan Skripsi 
Agar pembahasan mudah dilakukan, maka dalam penyusunan dan 
penulisan hasl penelitian ini dibagi menjadi lima bab. Adapun penulisan 
sistematika skripsi yaitu sebagai berikut: 
BAB I PENDAHULUAN 
Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, 
batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 
penelitian, hasil penelitian yang relevan, metode penelitian, jadwal 
penelitian dan sistematika penulisan skripsi. 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
Bab ini menguraikan teori-teori yang relevan untuk dijadikan 
acuan dalam menganalisis permasalahan untuk penelitian secara 
umum dan teori-teori tentang variabel secara umum, serta kerangka 
berfikir. 
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BAB III METODE PENELITIAN 
Bab ini berisi uraian tentang waktu dan tempat penelitian, jenis 
penelitian, subjek penelitian, data dan sumber data, teknik 
pengumpulan data dan teknik analisis data.  
BAB IV PEMBAHASAN 
Bab ini menguraikan tentang tentang gambaran umum perusahaan 
atau organisasi dan hasil penelitian.  
BAB V PENUTUP 
  Bab ini berisi kesimpulan, keterbatasan penulis dan saran-sara
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
 
2.1. Keuangan Desa 
Permendagri Nomor 4 Tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan 
kekayaan desa menjelaskan pemerintah desa adalah organisasi yang menjalankan 
aktivitas yang berhubungan dengan pemerintahan oleh perangkat desa dan BPD 
untuk memenuhi kebutuhan masyarakat (Orangbio, Tinangon dan Gerungai, 
2017). Langkah awal pemerintah desa menjalankan tugasnya perlu adanya 
perencanaan dan pengelolaan keuangan desa, hal tersebut dilakukan dengan 
tujuan agar dapat memperhitungkan jumlah pendapatan dan pengeluaran dalam 
masa yang akan datang (Fitriani, Susyanti dan Khoirul, 2017). 
Keuangan desa adalah dana yang berbentuk uang atau barang yang 
merupakan hak milik desa (Sujarweni, 2015). Pengelolaan keuangan desa adalah 
seluruh rangkaian kegiatan yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, 
penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban yang dilaksanakan dalam 
satu tahun anggaran, terhitung mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember 
(Orangbio, Tinangon dan Gerungai, 2017). Pendapatan keuangan desa bersumber 
dari (Zainuddin dan Ansar, 2018): 
1. Tanah Bengkok 
2. Hasil Usaha Swadaya  
3. Partisipasi dan Gotong Royong  
4. Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah 
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5. Bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten atau kota  
6. Bantuan Kabupaten atau kota 
7. Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat 
8. Lain-lain Pendapatan Desa yang sah  
9. Hasil penjualan aset desa 
Keuangan desa dikelola berdasarkan beberapa asas diantaranya yakni 
(Mamuaya, Sabijono, dan Gamaliel, 2017): 
1. Transparan 
Transparan artinya terbuka, artinya segala kegiatan dan informasi yang 
berkaitan dengan Pengelolaan Keuangan Desa dapat diketahui dan diawasi 
oleh pihak lain yang berwenang. 
2. Akuntabel 
Setiap tindakan atau kinerja pemerintah maupun lembaga dapat 
dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang memiliki hak yang 
berkewenangan untuk meminta keterangan akan pertanggungjawaban. 
3. Partisipatif 
Partisipatif adalah ikut andil, artinya dalam setiap kegiatan yang dilakukan 
pemerintah desa sebaiknya melibatkan masyarakat baik secara langsung 
maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan 
aspirasinya.  
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4. Tertib Dan Disiplin Anggaran 
Anggaran harus dilaksanakan secara konsisten dan tepat waktu dengan 
pencatatan atas penggunaannya sesuai dengan prinsip akuntansi keuangan di 
desa. 
 
2.2. Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau APBDes adalah rencana 
keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh 
Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan 
Peraturan Desa, yang terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan (Sujarweni, 
2015). Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa merupakan rencana keuangan 
tahunan Pemerintah Desa, dan Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan 
kualitas hidup dan kehidupan untuk besarnya kesejahteraan masyarakat 
(Soeharso, 2015). 
Pelaksanaan APBDes dipertanggungjawabkan setiap akhir tahun anggaran 
oleh Kepala Desa kepada masyarakat melalui BPD dalam bentuk perhitungan 
APBDes. Perhitungan APBDes ditetapkan dengan peraturan desa yang ditetapkan 
selambat-lambatnya 3 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran yang 
bersangkutan. Pengawasan atas ketertiban dan kelancaran pelaksanaan APBDes 
dilakukan oleh Badan Perwakilan Desa (Soeharso, 2015). 
 
2.3. Siklus Anggaran Pemerintah Desa 
Proses siklus anggaran pemerintah desa dilaksanakan selama dua setengah 
tahun dibagi menjadi tiga tahapan yaitu Pertama penyusunan dan penetapan 
18 
 
 
anggaran, penyusunan anggaran terdiri dari pengumpulan aspirasi masyarakat 
melalui Musrenbang, proses penyusunan kegiatan oleh satuan kerja perangkat 
daerah sampai dengan penyusunan draft usulan APBD yang kemudian diserahkan 
kepada pihak eksekutif dan legislatif (Sujarweni, 2015). 
Kedua, pelaksanaan anggaran adalah tahap yang dimulai sejak APBDes 
telah disahkan. Tahap pelaksanaan dilakukan selama satu tahun. Ketiga laporan 
pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes, tahapan ini meliputi penyiapan 
laporan semester pertama dan laporan tahunan termasuk penelaahan atas 
pelaksanaan anggaran untuk waktu satu tahun anggaran yang bersangkutan. 
Tahapan pemeriksaan terdiri dari pemeriksaan internal yang dilakukan oleh 
BAWASDA dan BPKP serta diperiksa eksternal oleh BPK (Sujarweni, 2015). 
 
2.4. Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) 
Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri dari (Sujarweni, 
2015) : 
1. Pendapatan Desa 
Pendapatan desa adalah pemasukan berupa uang yang diberikan melalui 
rekening desa dimana hal tersebut merupakan hak desa dalam satu tahun 
anggaran yang tidak perlu dibayarkan. Pendapatan desa digunakan dalam 
membangun desa untuk lebih maju dan meningkatkan kegiatan operasional 
desa. 
2. Belanja Desa 
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Belanja desa adalah dana untuk memenuhi kebutuhan tugas 
pemerintahan. Belanja desa meliputi semua pengeluaran dari rekening 
desa yang merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran yang 
tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa 
digunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa. 
Terdapat tiga jenis belanja desa diantaranya yaitu belanja pegawai, belanja 
barang dan jasa, dan belanja modal. 
Klasifikasi belanja desa terdiri dari beberapa kelompok yakni 
penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, 
pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan 
belanja tidak terduga. Sesuai dengan kelompok belanja tersebut maka 
kegiatannya harus disesuaikan dengan kebutuhan desa yang telah 
dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa).  
3. Pembiayaan Desa  
Pembiayaan yaitu penerimaan yang harus dibayar kembali atau 
pengeluaran yang diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang 
bersangkutan maupun tahun anggaran yang akan datang. Pembiayaan desa 
terdiri dari dua kelompok yaitu : 
a. Penerimaan pembiayaan, yakni sisa lebih perhitungan anggaran 
(SiLPA) tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan 
kekayaan desa yang dipisahkan 
b. Pengeluaran pembiayaan, yakni pembentukan dana cadangan dan 
penyertaan modal desa. 
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2.5. Pengelolaan Keuangan Desa 
Pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan Peraturan Mentri Dalam Negeri 
Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa secara keseluruhan 
terdapat beberapa aspek diantaranya yaitu perencanaan, pelaksanaan, 
penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pembinaan dan 
pengawasan (Nadirsyah dan Amalia, 2017).  
1. Perencanaan 
Perencanaan pengelolaan keuangan desa adalah proses memperkirakan 
dalam pendapatan belanja desa untuk tahun yang akan datang. Perencanaan 
keuangan desa yaitu dalam bentuk penyusunan APBDes (Fitriani, Susyanti 
dan Khoirul, 2017). Perencanaan Keuangan Desa yang diatur dalam 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 20 yaitu (Nadirsyah dan Amalia, 2017): 
a. Sekertaris Desa membuat Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Desa berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah 
Desa (RKPDesa) tahun berkenaan 
b. Sekertaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang 
APBDesa kepada Kepala Desa 
2. Pelaksanaan 
Pelaksanaan adalah proses dalam menjalankan kegiatan atau aktivitas yang 
telah disusun dalam perencanaan keuangan desa. Pelaksanaan Keuangan 
Desa yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 
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2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 24 yaitu (Nadirsyah dan 
Amalia, 2017): 
a. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan 
kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa 
b. Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di 
wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah 
Kabupaten atau Kota 
c. Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti 
yang lengkap dan sah 
3. Penatausahaan 
Penatausahaan adalah pencatatan seluruh transaksi keuangan, baik 
penerimaan maupun pengeluaran uang dalam satu tahun anggaran. 
Penatausahaan Keuangan Desa yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 
35 dan 36 yaitu (Nadirsyah dan Amalia, 2017):  
a. Penatausahaan dikerjakan oleh Bendahara Desa  
b. Bendahara desa harus mecatat penerimaan dan pengeluaran serta wajib 
membuat tutup buku setiap akhir bulan  
c. Bendahara desa harus mampu mempertanggungjawabkan dana yang 
dikeluarkan dalam laporan pertanggungjawaban 
d. Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada kepala 
desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya 
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4. Pelaporan 
Pelaporan adalah hasil akhir yang harus dipertanggungjawabkan oleh 
pemerintah desa kepada pemerintah daerah dalam hal pengelolaan keuangan 
desa. Kegiatan pelaporan harus dikerjakan tepat waktu dan bersifat akurat 
artinya dapat dipertanggungjawabkan. Pelaporan yang disampaikan kepada 
pemerintah daerah berupa laporan pelaksanaan APBDes (Mamuaya, 
Sabijino dan Gamaliel 2017).  
Kepala desa adalah pihak yang bertugas melaporkan realisasi pelaksanaan 
APBDes kepada Bupati atau Walikota. Pelaporan keuangan diatur dalam  
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Keuangan Desa pasal 37 diantaranya yaitu (Nadirsyah dan 
Amalia, 2017): 
a. Laporan Semester Pertama, berupa laporan realisasi pelaksanaan 
APBDes. Laporan ini dilaporkan paling lambat pada akhir bulan Juli 
tahun berjalan 
b. Laporan Semester Akhir Tahun, sama seperti dengan laporan semester 
pertama akan tetapi batas penyampaian laporannya paling lambat 
disampaikan pada akhir bulan Januari tahun berikutnya 
5. Pertanggungjawaban 
Pertanggungjawaban adalah pemberian informasi berupa laporan realisasi 
pelaksanaan APBDes yang jelas dan tepat waktu bagi para pemangku 
kepentingan. Tujuan dari pertanggungjawaban adalah untuk dapat 
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mempertanggungjawabkan apa yang telah dilaporkan dalam laporan 
pelaksanaan APBDes (Orangbio, Tinangon dan Gerungai, 2017). 
Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan 
Keuangan Desa pasal 38 diantaranya yaitu : 
a. Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi 
b. Pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun 
anggaran 
c. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes terdiri dari 
pendapatan, belanja, dan pembiayaan 
d. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes ditetapkan 
dengan peraturan desa 
Tabel 2.1 
Pengelolaan Keuangan Desa 
Keterangan  Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang 
Pengelolaan Keuangan Desa 
Perencanaan  1. Sekertaris Desa membuat Rancangan Peraturan Desa 
tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun 
berkenaan 
2. Sekertaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan 
Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa 
Pelaksanaan  1. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam 
rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan 
melalui rekening kas desa 
2. Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan 
perbankan di wilayahnya maka pengaturannya 
ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten atau Kota 
3. Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus 
didukung oleh bukti yang lengkap dan sah 
Tabel berlanjut ... 
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Lanjutan Tabel 2.1 
Keterangan  
 
Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang 
Pengelolaan Keuangan Desa 
Penatausahaan  1. Penatausahaan dikerjakan oleh Bendahara Desa  
2. Bendahara desa harus mecatat penerimaan dan 
pengeluaran serta wajib membuat tutup buku setiap 
akhir bulan  
3. Bendahara desa harus mampu 
mempertanggungjawab 
kan dana yang dikeluarkan dalam laporan 
pertanggungjawaban 
4. Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap 
bulan kepada kepala desa dan paling lambat tanggal 
10 bulan berikutnya 
Pelaporan  1. Laporan Semester Pertama, berupa laporan realisasi 
pelaksanaan APBDes. Laporan ini dilaporkan paling 
lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan 
2. Laporan Semester Akhir Tahun, sama seperti dengan 
laporan semester pertama akan tetapi batas 
penyampaian laporannya paling lambat disampaikan 
pada akhir bulan Januari tahun berikutnya 
Pertanggungjawaban  1. Kepala desa menyampaikan laporan 
pertanggungjawaban realisasi 
2. Pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota setiap 
akhir tahun anggaran 
3. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan 
APBDes terdiri dari pendapatan, belanja, dan 
pembiayaan 
4. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan 
APBDes ditetapkan dengan peraturan desa 
 
 
2.6. Kerangka Berfikir 
Kerangka berfikir adalah suatu alur yang akan dilaksanakan dalam 
penelitian sehingga dapat berjalan sistematis mengenai penerapan Permendagri 
No 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Kerangka berfikir 
dalam penelitian ini yakni sebagai berikut: 
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Gambar 2.1 
Kerangka Berfikir 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
APBDes 
1. Perencanaan 
2. Pelaksanaan 
3. Pelaporan 
4. Penatausahaan 
5. Pertanggungjawaban 
Kesesuaian dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Keuangan Desa 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
 
3.1. Waktu dan Wilayah Penelitian 
Waktu penelitian ini direncanakan mulai dari penyusunan usulan 
penelitian hingga terlaksana laporan penelitian ini, yakni pada bulan September 
2018 sampai bulan April 2019. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Duwet 
Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten. Desa Duwet merupakan salah satu 
bagian wilayah Kabupaten Klaten yang mempunyai luas wilayah 177,3020 Ha. 
Tata guna lahan meliputi areal pertanian, pemukiman atau perumahan dan 
bangunan umum lainnya. Jumlah penduduk Desa Duwet adalah 4.670 jiwa.  
 
3.2. Jenis Penelitian 
Pada penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif. 
Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan data yang diperoleh dari 
lapangan (terjun langsung), data tersebut berbentuk kata-kata yang diperoleh dari 
hasil wawacara oleh responden, kuisioner, observasi, atau informasi dari internet 
yang berhubungan dengan tema penelitian (Sekaran dan Bougie, 2017).  
Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami 
fenomena yang terjadi dilingkungan sekitar secara holistik dan dengan cara 
deskripsi dalam bentuk kata-kata atau bahasa pada aspek khusus yang alamiah 
dengan memanfaatkan metode alamiah pula (Moleong, 2014) . 
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Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. 
Deskriptif kualitatif yaitu mengungkap fakta, keadaan, fenomena, dan keadaan 
yang terjadi pada saat penelitian. Peneliti melakukan pengamatan terhadap objek 
yang dimunculkan dalam rumusan masalah dengan memusatkan pada 
implementasi penyusunan, pelaksanaan, pelaporan, penatausahaan dan 
pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dalam 
terciptanya pembangunan Desa Duwet. Selajutnya, peneliti menafsirkan dan 
menuturkan data yang bersangkutan dengan apa yang terjadi. 
 
3.3. Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel  
1. Populasi  
Populasi adalah gabungan dari seluruh elemen yang berbentuk peristiwa, 
hal atau orang yang memiliki karakteristik yang serupa yang menjadi pusat 
perhatian seorang peneliti karena itu dipandang menjadi sebuah objek 
penelitian (Ferdinand, 2014). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 
perangkat desa di Desa Duwet Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten yang 
mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.  
2. Sampel 
Menurut Ferdinand (2014:171) sampel adalah subset dari populasi, terdiri 
dari beberapa anggota populasi. Sampel dalam penelitian ini yaitu bendahara 
desa, sekertaris desa, pegawai honorer yang menjadi admin dan ketua Badan 
Pemberdayaan Masyarakat (BPD) di Desa Duwet Kecamatan Wonosari 
Kabupaten Klaten.  
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3. Teknik Pengambilan Sampel 
Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu menggunakan 
metode purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik yang 
digunakan peneliti dengan tujuan secara subjektif. Hal tersebut dilakukan 
karena peneliti mengetahui bahwa informasi yang dibutuhkan berasal dari 
satu kelompok tertentu yang mampu memberikan informasi sesuai dengan 
data yang dicari oleh peneliti (Ferdinand, 2014). 
 
3.4.    Data dan Sumber Data 
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data 
sekunder.  
1. Data Primer  
Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan dengan pihak 
yang bersangkutan. Data primer diperoleh dari informan yang diperoleh dari 
individu atau perseorangan melalui wawancara (Sekaran dan Roger, 2017). 
Dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara terhadap pihak-pihak 
yang terlibat dalam kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 
(APBDes).  
2. Data Sekunder  
Data sekunder adalah data yang didapatkan dari sumber-sumber yang ada. 
Data ini digunakan untuk mendukung data primer yang diperoleh yaitu bahan 
pustaka, literatur, penelitian terdahulu, buku, dan lain sebagainya (Sekaran 
dan Roger, 2017). Dalam penelitian ini data sekundernya adalah semua 
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dokumen yang berhubungan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 
(APBDes) yang diperoleh dari perangkat desa yang berada di Desa Duwet 
Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten. 
 
3.5.     Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan dua teknik 
diantaranya yaitu sebagai berikut: 
1. Wawancara  
Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang efektif yakni dengan 
cara bertanya langsung kepada narasumber. Terdapat tiga jenis wawancara yang 
dapat dilakukan peneliti, yakni wawancara secara terstruktur, semi terstruktur dan 
tidak terstruktur (Sekaran dan Bougie, 2017). 
Wawancara dalam penelitian ini dilakukan secara semi terstruktur, yakni 
dalam melakukan wawancara menggunakan pedoman wawancara, namun 
pedoman wawancara tidak menjadi patokan artinya jika dirasa jawaban dari 
narasumber masih kurang jelas atau masih perlu ditanyakan, maka peneliti akan 
menanyakan kembali secara lebih rinci dan detail meskipun dalam pedoman 
wawancara tidak ada. 
Wawancara ditujukan kepada sekertaris desa, bendahara desa dan admin desa 
pada Desa Duwet Kecamatan Wonosari. Wawancara dilakukan dengan 
menggunakan pedoman wawancara yang telah dibuat oleh peneliti. Pertanyaan 
yang telah dibuat oleh peneliti dalam pedoman wawancara nantinya dapat 
dikembangkan sesuai dengan kebutuhan informasi yang diperlukan saat 
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wawancara, sehingga wawancara bersifat terbuka namun tetap pada fokus 
masalah penelitian. 
Dari hasil wawancara tersebut, peneliti dapat mengumpulkan data dan 
informasi yang dibutuhkan dalam penelitian mengenai penerapan Permendagri 
Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Desa pada Desa Duwet, sehingga 
nantinya data tersebut dapat diolah dan dijadikan sebagai bahan analisis. 
2. Dokumentasi 
Dokumentasi merupakan catatan atas peristiwa yang telah terjadi. 
Dokumentasi dapat berupa dokumen tertulis yang berhubungan dengan peristiwa 
atau aktivitas tertentu. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
dokumen terkait bukti-bukti laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes. 
 
3.7.      Teknik Analisis Data 
Analisis data merupakan suatu proses yang dilakukan peneliti dalam 
mencari dan menyusun data secara sistematis data yang diperoleh dari hasil 
wawancara, dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data, menyusun dalam 
bentuk pola, memilah data yang penting sehingga dapat ditarik kesimpulan 
(Sugiyono, 2017).  
Peneliti menggunakan teknik analisis data yang sering digunakan oleh para 
peneliti yakni teknik analisis data model interaktif (model Miles dan Huberman). 
Penelitian kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus 
menerus sampai tuntas sehingga datanya sudah jenuh. Tahap analisis data dengan 
teknik Miles dan Huberman : 
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1. Pengumpulan Data  
Pengumpulan data dilakukan peneliti melalui kegiatan wawancara dan 
dokumentasi. Data yang dikumpulkan berupa informasi yang tertuang dalam 
kalimat dan masih berupa data mentah. 
2. Reduksi Data 
Reduksi data adalah tahap analisis dimana peneliti akan membuang data-data 
yang tidak digunakan. Dalam reduksi data, peneliti harus mengkaji secara 
lebih cermat data atau informasi yang kurang, informasi yang dibutuhkan, 
dan informasi yang perlu ditambahkan. Reduksi data akan dilaksanakan 
secara berkelanjutan selama penelitian berjalan.  
Pada saat penelitian berlangsung, data diperoleh jumlahnya cukup banyak, 
untuk itu perlu dipilah-pilah informasi mana saja yang sekiranya dianggap 
penting. Dalam reduksi data, peneliti harus mengkaji dengan cermat dan 
mendalam. Kemudian akan dibuat kategorisasi untuk memudahkan dalam 
menelusur data yang dibutuhkan.  
3. Penyajian Data 
Penyajian data adalah pendeskripsian informasi yang didapatkan dari hasil 
pengamatan lapangan. Penyajian data adalah rangkaian kalimat yang disusun 
secara logis dan sistematis yang mudah dipahami. Selain itu penyajian juga 
dapat berbentuk tabel, matriks dan bagan. 
Melalui penyajian data maka suatu informasi akan lebih terorganisir secara 
rapi dan juga lebih ada keterkaitan antar datanya. Dengan adanya penyajian 
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data maka akan memudahkan tahap berikutnya berdasarkan apa yang telah 
dipahami. 
4. Verifikasi atau Manarik Kesimpulan 
Penarikan kesimpulan adalah tahap akhir dari penganalisisan data. Dalam 
menarik kesimpulan akan ditemukan makna atau arti dari data yang disajikan. 
Data yang sebelumnya sudah didapatkan di desa terkait akan dibandingkan 
dengan peraturan atau undang-undang yang telah dibuat berkenaan dengan 
pengelolaan keuangan desa. 
Dalam penelitian kualitatif keempat poin tersebut tidak dapat digunakan salah 
satu artinya harus menggunakan keempat poin tersebut. Untuk lebih jelasnya 
dapat dilihat dalam bagan berikut: 
Gambar 3.1 
Komponen Dalam Analisis Data 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber: Sugiyono (2016) 
 
Pengumpulan Data 
Pengambilan 
Keputusan 
Penyajian Data 
Reduksi Data 
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3.8. Validasi Data  
Validasi data yaitu adanya data data yang telah dikumpulkan dapat 
memberikan gambaran fenomena yang akan diungkapkan peneliti. Penelitian ini 
menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif untuk mengelola data dari hasil 
penelitian dengan cara triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan 
keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dari luar data itu guna 
untuk pengecekan atau sebagai pembanding data (Moleong, 2014). Dalam 
penelitian ini digunakan dua model triangulasi sumber dan triangulasi teknik. 
Triangulasi sumber yaitu teknik yang dilakukan dengan cara 
membandingkan dan memeriksa kembali suatu informasi yang diperoleh pada 
waktu dan alat yang berbeda. Sedangkan triangulasi dengan teknik yaitu teknik 
yang dilakukan untuk memeriksa validasi data dengan membandingkan hasil 
wawancara dengan isi dokumen yang ada. Hal tersebut dapat dilihat dari bagan 
dibawah ini: 
Gambar 3.2. 
Triangulasi Sumber 
 
 
 
 
 
 
Sumber: Sugiyono (2016) 
 
Wawancara  
C 
B 
A 
D 
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Gambar 3.3 
Triangulasi Teknik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber:  Sugiyono (2016) 
Wawancara  
Dokumentasi  
Sumber 
Data 
Sama 
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BAB IV 
PEMBAHASAN 
 
 
4.1. Gambaran Umum Penelitian 
Wilayah penelitian merupakan hal yang diperlukan untuk memberikan 
pendalaman pemahaman mengenai permasalahan yang akan diteliti lebih lanjut. 
Berikut ini akan diberikan gambaran mengenai wilayah Desa Duwet dan kondisi 
geografis wilayahnya. Dalam data profil Desa Duwet tahun 2017 dapat diperoleh 
data sebagai berikut: 
 
4.1.1. Kondisi Geografis Desa 
Desa Duwet menurut data dari Statistik hasil Pemetaan tahun 2009 dengan 
alat ukur Curah hujan, 1,637 Mm suhu rata-rata 26 derajat celcius, tinggi tempat 
dari permukaan laut 135 m, dengan batas-batas desa sebagai berikut: 
Sebelah Utara   : Desa Bolali, Kecamatan Wonosari 
Sebelah Timur  : Desa Krajan, Kecamatan Gatak Sukoharjo 
Sebelah Selatan  : Desa Bentangan, Kecamatan Wonosari 
Sebelah Barat   : Desa Sukorejo 
Luas wilayah desa Duwet seluas 1.770 Ha, yang terdiri dari: 
1. Sawah   : 157,77 Ha 
2. Tanah bukan sawah 
Pekarangan  : 15 Ha 
Tegal   : 10,00 Ha 
Lainnya   : 72,216 Ha 
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Jenis iklim yang ada di Desa Duwet adalah iklim tropis dengan suhu rata-rata 
26 derajat celcius, sedangkan suhu maksimal bisa mencapai 33 derajat celcius. 
Adapun Desa Duwet secara administratif terdiri dari dua kadus dengan jumlah 
RW sebanyak 8 dan jumlah RT sebanyak 25, sebagaimana berikut: 
1. Dusun Temuireng terdiri dari   : RW 1 terdiri dari 3 RT  
2. Dusun Nanggulan terdiri dari   : RW 2 terdiri dari 3 RT  
3. Dusun Tinggen terdiri dari   : RW 3 terdiri dari 5 RT  
4. Dusun Poko Barat terdiri dari   : RW 4 terdiri dari 3 RT  
5. Dusun Poko Timur terdiri dari   : RW 5 terdiri dari 3 RT  
6. Dusun Karangasem terdiri dari   : RW 6 terdiri dari 3 RT  
7. Dusun Duwet Barat terdiri dari   : RW 7 terdiri dari 2 RT  
8. Dusun Duwet Timur terdiri dari   : RW 8 terdiri dari 3 RT  
 
4.1.2. Gambaran Umum Demografi 
Desa Duwet merupkan salah satu desa/kelurahan yang berada di 
Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten yang memiliki jumlah penduduk relatif 
tinggi peningkatannya. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) 
menyebutkan bahwa jumlah penduduk di Kecamatan Wonosari mencapai 64.250 
jiwa. Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya penduduk Kecamatan 
Wonosari mengalami pertumbuhan sebesar 0,48%.  
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Tabel 4.1 
Jumlah Penduduk Desa Duwet Per Dusun 
Dusun Jumlah jiwa 
KK Laki-laki Perempuan Total 
Temuireng  161 261 271 532 
Nanggulan  197 337 352 689 
Tinggen  326 278 307 585 
Poko Barat 222 319 355 674 
Poko Timur 172 278 307 585 
Karangasem  161 245 246 491 
Duwet Barat 104 157 164 321 
Duwet Timur 136 245 226 471 
Jumlah  1.479 2.379 2.431 4.810 
Sumber : Data Monografi Desa Duwet 
Banyaknya penduduk untuk Desa Duwet sendiri sebesar 4.810 jiwa, yang 
terdiri dari 2.379 jiwa laki-laki dan 2.431 jiwa perempuan. Tingkat pertumbuhan 
penduduk rata-rata sebesar 0,72% dalam tiga tahun terakhir. Tingkat kepadatan 
penduduk, di Desa Duwet rata-rata sebesar 1.511 jiwa per Km2.  
Tabel 4.2 
Struktur Pemeluk Agama 
No Agama Jumlah (orang) 
1 Islam  4.470 
2 Kristen 289 
3 Katolik  51 
4 Hindu  - 
5 Budha  - 
 Jumlah  4.810 
Sumber : Data Monografi Desa Duwet 
Penduduk Desa Duwet mayoritas memeluk agama Islam dan sebagian kecil 
memeluk agama lain yaitu Kristen dan Katolik. Warga masyarakat yang memeluk 
agama Islam sebanyak 4.470 jiwa, agama Kristen sejumlah 289 jiwa dan agama 
Katolik sebanyak 51 jiwa. Akan tetapi untuk agama Hindu dan Budha tidak ada 
yang menganutnya. 
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Tabel 4.3 
Struktur Pendidikan Penduduk 
No Pendidikan  Jumlah (orang) 
1 Tamat Perguruan Tinggi 167 
2 Tamat Akademi 98 
3 Tamat SLTA 1.121 
4 Tamat SLTP 805 
5 Tamat SD 1.063 
6 Tidak Tamat SD - 
7 Belum Tamat SD 599 
8 Tidak Sekolah 933 
Sumber : Data Monografi Desa Duwet 
Pendidikan merupakan salah satu unsur terpenting dalam pembangunan, 
karena dengan pendidikan masyarakat akan membentuk sumber daya manusia 
(SDM) yang berkualitas tinggi yang akan sangat berpengaruh dalam pelaksanaan 
pembangunan pedesaan khususnya dalam hal partisipasi masyarakat desa. 
Penduduk menurut tingkat pendidikan masyarakat di Desa Duwet mulai dari tidak 
sekolah sampai dengan tamat perguruan tinggi yang secara lengkap tiap tingkat 
pendidikan yaitu mayoritas tingkat pendidikannya yaitu SLTA.  
Tabel 4.4 
Struktur Mata Pencaharian Penduduk 
No Mata Pencaharian Jumlah (orang) 
1 PNS 59 
2 TNI/POLRI 13 
3 Karyawan 527 
4 Wiraswasta  128 
5 Tani  56 
6 Pertukangan 20 
7 Buruh Tani 760 
8 Pensiunan  37 
9 Nelayan  0 
10 Pemulung  10 
11 Jasa lainnya 6 
12 Buruh Harian Lepas 1.582 
Sumber : Data Monografi Desa Duwet 
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Secara umum, mata pencaharian warga mayarakat Desa Duwet dapat 
teridentifikasi ke dalam beberapa sektor yaitu pertanian, jasa, industri dan lain-
lain. Berdasarkan data yang ada, mayoritas penduduk Desa Duwet mata 
pencahariannya adalah buruh harian lepas. Hal tersebut dikarenakan jumlah orang 
yang bekerja sebagai buruh sebanyak 1.582 dari total jumlah penduduk 4.810 
jiwa. 
 
4.1.3. Struktur Pemerintahan Desa  
Gambar 4.1 
Struktur Organisasi Desa Duwet 
 
Sumber: Desa Duwet Tahun 2019 
 
Berdasarkan struktur organisasi tata pemerintahan desa tersebut diatas, maka 
tugas-pokok fungsi masing-masing kelembagaan sebagai berikut :  
 
40 
 
 
a. Kepala Desa  
1. Meningkatkan kesejahteraan rakyat  
2. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat  
3. Melaksanakan kehidupan demokrasi  
4. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan yang baik  
b. BPD  
1. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah 
desa  
2. Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi 
masyarakat  
3. Memproses pemilihan kepala desa  
c. Sekretaris Desa  
Membantu kepala desa dalam mempersiapkan dan melaksanakan pengelolaan 
administrasi desa, mempersiapkan bhan penyusunan laporan penyelenggaraan 
pemerintah desa  
d. Kaur Keuangan (Bendahara Desa)  
Memiliki kewajiban untuk membantu Sekretaris Desa dalam melaksanakan 
pengelolaan sumber pendapatan desa, pengelolaan administrasi keuangan desa 
dan mempersiapkan bahan penyusunan APBD. Selain itu tugas pokok yang 
dimiliki bendahara lainnya adalah :  
1. Menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan 
mempertanggung-jawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan 
APBD  
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2. Membuat laporan pertanggungjawaban atas penerimaan dan uang yag 
menjadi tanggungjawabnya melalui laporan pertanggungjawaban  
3. Menerima, menyimpan, menatausahakan, dan membukukan uang/ surat 
berharga dalam pengelolaannya 
4. Melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah  
5. Menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk 
dibayarkan  
6. Melakukan pemotongan/pemungutan penerimaan negara dari pembayaran 
yang dilakukannya  
7. Menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban ke kas negara  
8. Mengelola rekening tempat penyimpanan dan  
9. Menyusun program kerja pelaksanaan tugas dan perencanaan desa  
10. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan program dan 
perencanaan desa  
11. Menyusun dan menyiapkan bahan untuk analisis dan evaluasi penyusunan 
laporan pelaksanaan program dan perencanaan  
12. Mengumpulkan dan menyiapkan penyusunan program kerja pelaksanaan 
tugas kerjabersama  
13. Melaksanakan tugas lain yang telah diberikan oleh Kepala Desa sesuai 
dengan tugas dan fungsinya  
14. Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kepada Kepala Desa 
 
42 
 
 
e. Kaur Pemerintahan  
Menyusun dan mengevaluasi pelksanaan program-program dibidang 
pemerintahan. 
f. Kaur Pembangunan 
Menyusun rencana dan pengendalian, mengevaluasi pelaksanaan, serta 
menyusun laporan dibidang pemerintahan.  
g. Kaur Umum  
Melaksanakan tugas-tugas kearsipan, perlengkapan, kemsyarakatan dan sosial. 
 
4.1.4. Visi dan Misi Desa Duwet 
Visi desa Duwet adalah sebagai berikut: 
“Mewujudkan desa yang maju, berdaya saing dan makmur serta 
meningkatkan kesejahteraan seluruh warga dengan peningkatan potensi 
ekonomi desa”. 
Dan untuk melaksanakan visi Desa Duwet dilaksanakan misi dan 
program sebagai berikut : 
1. Pembangunan jangka panjang 
a. Melanjutkan program pembangunan desa yang telah direncanakan antara 
desa dengan BPD 
b. Meningkatkan kerja sama antara pemerintah desa dengan lembaga desa 
yang ada 
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c. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dengan meningkatkan 
sarana dan prasaranaekonomi warga 
2. Pembangunan jangka pendek 
a. Menjaga dan melestarikan adat istiadat desa terutama yang telah 
mengakar lama di Desa Duwet 
b. Meningkatkan pelayanan di bidang pemerintahan kepada masyarakat 
c. Meningkatkan sarana dan prasarana ekonomi warga desa dengan 
perbaikan prasarana perhubungan dan pemasaran 
d. Meningkatkan sarana prasarana pertanian bagi masyarakat  
e. Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan guna peningkatan Sumber 
Daya Manusia Desa Duwet 
f. Meningkatkan taraf kesehatan masyarakat dengan meningkatkan peran 
aktif bidan desa dan posyandu. 
 
4.2. Hasil penelitian 
4.2.1. Gambaran Umum Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Desa 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah rencana 
sumber dan alokasi penggunaan dana desa untuk mencapai tujuan diinginkan dan 
dicapai dalam suatu waktu tertentu. Rencana alokasi dana desa merupakan 
pendistribusian dana yang diperoleh untuk mendanai pengeluaran yang berupa 
kegiatan proyek atau program yang telah dirumuskan untuk mencapai tujuan 
(Soeharso, 2017). Dengan adanya APBDes penyelenggaraan pemerintahan desa 
dapat memiliki sebuah rencana pengelolaan keuangan desa yang terstruktur 
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berdasarkan anggaran yang tersedia dan dana yang dipergunakan (Kadjuju, 
Morasa dan Lambey, 2017). 
Dalam APBDes tidak diperbolehkan adanya pos lain kecuali yang sudah 
ditentukan, atau dipandang sangat perlu dengan terlebih dahulu mendapatkan 
persetujuan dari BPD. Kepala Desa dilarang melakukan atau menjanjikan 
pengeluaran atas beban APBDes untuk tujuan lain selain yang telah ditetapkan. 
Pelaksanaan APBDes dipertanggungjawabkan setiap akhir tahun anggaran oleh 
Kepala Desa kepada masyarakat melalui BPD dalam bentuk perhitungan 
APBDes. Perhitungan ini ditetapkan berdasarkan peraturan dengan batas 
maksimal tiga bulan setelah berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan 
(Soeharso, 2017). 
Adapun siklus pengelolaan Keuangan desa menurut Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 yakni sebagai berikut: 
Gambar 4.2 
Siklus Pengelolaan Keuangan Desa 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber: Permendagri 113 Tahun 2014 
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Gambar diatas menjelaskan bahwa Pengelolaan Keuangan Desa adalah 
keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, 
pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pada tahap perencanaan 
Kepala Desa selaku penanggung jawab dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Desa (APBDes) mengadakan musyawarah desa menyusun Rencana Kerja 
Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa yang digunakan sebagai bahan 
penyusunan APBDes.  
Pada tahap pelaksanaan yang merupakan implementasi dari APBDes 
dengan kegiatan meliputi pengadaan barang dan jasa, mengajukan surat 
permintaan pembayaran (SPP), membuat pernyataan tanggungjawab belanja, 
melampirkan bukti transaksi dan membukukannya di buku pembantu kas. Tahap 
penatausahaan merupakan proses pencatatan seluruh transaksi keuangan pada 
buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku bank.  
Tahap pelaporan merupakan realisasi pelaksanaan APBDes yang 
dilakukan secara semesteran yaitu semester pertama dan semester akhir. Tahap 
pertanggungjawaban yaitu penyampaian laporan yang meliputi LRAAPBDesa, 
laporan kekayaan milik desa, dan laporan program Pemerintah masuk desa. 
Kegiatan pengeloaan keuangan desa tersebut merupakan suatu siklus yang secara 
terus menerus karena laporan pertanggungjawaban akhir akan menjadi dasar 
perencanaan kegiatan pengelolaan keuangan desa tahun berikutnya. 
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4.2.2. Implementasi Pengelolaan APBDes 
Berikut adalah laporan APBDes tahun 2018 di desa Duwet 
Tabel 4.5 
Laporan APBDes Tahun 2018 Desa Duwet 
 
Kode 
Bank 
Uraian Anggaran 
(Rp) 
1 PENDAPATAN 2.029.254.679 
1.1 Pendapatan Asli Desa 221.237.326 
1.1.1 Hasil Usaha Desa 174.170.000 
1.1.2 Hasil Aset Desa 44.710.000 
1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli 
Daerah Yang Sah 
2.357.326 
1.2 Pendapatan Transfer 1.808.017.353 
1.2.1 Dana Desa 838.933.000 
1.2.2 Bagi Hasil Pajak dan 
Retribusi 
30.271.353 
1.2.3 Alokasi Dana Desa 373.313.000 
1.2.4 Bantuan Keuangan 
Provinsi 
35.000.000 
1.2.5 Bantuan Keuangan 
Kabupaten 
530.500.000 
 Jumlah Pendapatan 2.029.254.679 
Sumber: Data Laporan Apbdes Tahun 2018 
Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) sebagai sebuah 
dokumen publik yang seharusnya disusun secara partisipatif. Masyarakat yang 
hakekatnya sebagai pemilik anggaran haruslah diajak bicara darimana dan berapa 
besar pendapatan desa dan diajak bermusyawarah untuk apa keuangan desa di 
belanjakan. Dengan demikian harapan tentang anggaran yang digunakan untuk 
kesejahteraan rakyat benar-benar akan terwujud. 
Proses pencairan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 
(APBDes) melalui beberapa tahapan. Tahapan yang pertama yaitu mengajukan 
proposal. Proposal yang akan diajukan, terlebih dahulu dikoordinir dengan pihak 
kecamatan. Setelah selesai kemudian dikumpulkan ke dinas pemberdayaan 
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masyarakat, lalu diajukan kepada bupati. Dalam pencairan dana, terdapat tiga 
tahapan yakni tahapan pertama sebesar 20%, tahapan kedua sebesar 40% dan 
tahapan ketiga sebesar 40%. 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2018 Desa 
Duwet Kecamatan Wonosari dibagi menjadi empat bidang diantaranya yaitu 55% 
untuk bidang pembangunan, 33% untuk bidang pemerintahan, 7% untuk bidang 
pembinaan masyarakat, dan 5% untuk bidang pemberdayaan masyarakat. 
Beberapa contoh kegiatan dalam masing-masing bidang tersebut yakni 
dalam bidang pemerintahan. Salah satunya yaitu kegiatan penghasilan tetap, 
tunjangan kepala desa dan perangkat desa sebesar Rp. 338.200.000. Tunjangan 
yang diberikan berupa tanah bengkok untuk masing-masing jabatan berbeda 
jumlahnya. Tanah bengkok untuk kepala desa sebesar Rp. 30.000.000, sekertaris 
desa sebesar Rp. 15.000.000 dan untuk kaur-kaur pemerintah desa masing-masing 
menerima Rp. 10.000.000.  
Contoh dalam bidang pembangunan desa yakni pembangunan jalan desa, 
pemeliharaan jaringan irigasi, pembangunan talud/bronjong/turap/bangket dan 
lain-lain. Bidang pembinaan masyarakat contohnya seperti pembinaan dan 
pengelolaan posyandu, pembinaan atau pembekalan guru TK/PAUD desa, 
kegiatan senam sehat dan lain-lain.  
Terakhir yakni bidang pemberdayaan masyarakat, dalam bidang ini 
terdapat beberapa kegiatan dalam memberdayakan masyarakat desa misalnya 
peningkatan kapasitas anggota Badan Pemberdayaan Mayarakat (BPD) sebesar 
Rp. 11.000.000, dalam peningkatan kapasitas BPD tersebut yakni dengan 
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pembuatan seragam seluruh anggota BPD, tunjangan dan insentif BPD. Insentif 
bagi RT dan RW dalam tiga bulan sekali. Selain itu juga ada kegiatan 
pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK).  
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan APBDes, hal 
ini diharapkan menjadi kajian yang menarik karena pengelolaan APBDes yang 
sudah berjalan lama sehingga sudah pasti direncanakan lebih baik pengelolaannya 
dari tahun-tahun sebelumnya. Implementasi prinsip-prinsip tersebut perlu 
diketahui secara jelas mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, 
pelaporan, dan pertanggungjawaban secara lengkap. 
 
4.2.3. Perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) 
Pemerintahan desa setiap tahun wajib menyusun APBDes. APBDes 
merupakan pembiayaan terhadap program pembangunan tahunan yang 
diselenggarakan oleh pemerintahan desa, oleh karena itu program perencanaan 
dan kegiatannya disusun melalui Musyawarah Perencanaan Desa 
(Musrenbangdes). Musrenbangdes merupakan kegiatan musyawarah yang 
didalamnya membahas usulan perencanaan atau program pembangunan desa.  
Prinsip partisipasi Tjokroamidjojo dalam Subroto (2009) adalah 
keterlibatan setiap warga Negara dalam pengambilan keputusan baik secara 
langsung maupun melalui institusi yang mewakili kepentingannya. Program 
APBDes di Desa Duwet juga dilaksanakan dalam rangka pemberdayaan 
masyarakat dan dalam pembangunan desa. 
Pelaksanaan prinsip partisipasi tersebut sesuai dengan pendapat dari 
sekertaris Desa Duwet yang menyatakan bahwa dalam proses perencanaan dari 
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APBDes pemerintahan desa mengundang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 
yang dapat menyalurkan aspirasi masyarakat desa untuk mengusulkan program-
program dalam kegiatan tersebut. Dalam hal ini kepala desa mendapat masukan 
dari lingkungan. Hal tersebut dapat dilihat dari daftar absensi musrenbangdes 
Desa Duwet. 
Tabel 4.6 
Absensi Musrenbangdes Desa Duwet 
 
No  Unsur Undangan Jumlah 
Undangan 
Kehadiran % 
1 Perangkat Desa 10 10 100 
2 BPD 9 6 85 
3 Tim Kecamatan 2 2 100 
4 Babinsa 1 1 100 
 Jumlah  22 19 80 
Sumber: Absensi musrenbangdes Desa Duwet 
Berdasarkan tabel 4.6 menunjukkan bahwa jumlah undangan 22 dan 
jumlah yang hadir 19 dengan presentase sebesar 80%. Hal ini menunjukkan 
bahwa kepedulian masyarakat berperan aktif dalam pengelolaan pembangunan 
sebenarnya cukup tinggi. Perencanaan yang bersumber dari APBDes harus benar-
benar mampu menampung aspirasi masyarakat. Hal tersebut dibuktikan dari hasil 
wawancara dengan informan yang mengatakan: 
“Kepala desa mengundang dalam bentuk musyawarah desa, dalam 
musyawarah tersebut semua usulan-usulan kami tampung dulu, 
selanjutnya dipilih yang lebih utama dan disesuaikan dengan kebutuhan 
yang begitu mendesak”. 
(Hasil wawancara dengan sekertaris Desa Duwet, pada tanggal 27 
Februari 2019)  
 
Hal tersebut didukung oleh pernyataan dari informan berikut: 
“Jika ada beberapa usulan yang dituangkan dalam rapat terebut maka 
didahulukan yang termasuk prioritas kemudian akan dibahas lagi 
bersama-sama” 
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(Hasil wawancara dengan ketua Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPD) 
desa Duwet, pada tanggal 12 Juni 2019) 
 
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa berdasarkan pada 
Rencana Kerja Pemerintah Desa yaitu rencana pembangunan tahunan yang 
ditetapkan dengan peraturan desa yang memiliki kekuatan hukum. RKPDesa 
disusun pada bulan Juli tahun berjalan dan sudah harus ditetapkan paling lambat 
pada bulan September tahun anggaran berjalan (Fitriani, Susyanti dan Khoirul, 
2017). 
Perencanaan keuangan desa merupakan langkah pertama dari langkah 
awal dalam pengelolaan keuangan desa. Perencanaan keuangan desa dilaksanakan 
dalam bentuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang dimulai 
dari penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa kemudian disepakati dari hasil 
Musrenbang yang berdasarkan Rencana Pembangunan Desa Jangka Menengah 
Desa (RPJMDesa). Hal tersebut dibuktikan dari hasil wawancara dengan informan 
yang mengatakan: 
“Perancangan APBDes disusun oleh sekertaris desa berdasarkan pada 
RPJMDesa kemudian diserahkan kepada kepala desa setelah itu 
dimusyawarahkan bersama dengan anggota Badan Permusyawaratan 
Desa (BPD) untuk disepakati bersama dan yang terakhir diserahkan 
kepada camat untuk dievaluasi” 
(Hasil wawancara dengan sekertaris Desa Duwet, pada tanggal 27 
Februari 2019)  
 
Hal ini didukung oleh pernyataan informan sebagai berikut: 
 
“Raperdes tentang APBDes disusun oleh sekertaris desa bapak Rohmad 
Prayudi Kirnawan kemudian ditetapkan dan dirapatkan dengan BPD 
selanjutnya diberikan ke kecamatan dan kabupaten” 
(Hasil wawancara dengan bendahara desa Duwet, pada tanggal 29 Maret 
2019) 
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Perencanaan adalah awal dari sebuah kegiatan. Bila perencanaan itu 
dilakukan dengan tepat dan baik, akan memberikan pengaruh yang besar terhadap 
pelaksanaan dan kemudian hasil kegiatan. Ketetapan perencanaan itu akan 
terjamin bila dalam prosesnya benar-benar mengacu pada ketentuan dan 
didasarkan pada asas-asas pengelolaan keuangan desa. 
 
4.2.4. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) 
Pelaksanaan APBDes adalah rangkaian kegiatan untuk melaksanakan 
APBDes dalam satu tahun anggaran yang dimulai dari 1 Januari sampai dengan 
31 Desember tahun berjalan. Dalam pelaksanaan keuangan desa dijelaskan 
mengenai tata cara penerimaan dan pengeluaran desa serta tentang perubahan 
APBDes. 
Salah satu wujud nyata dari pelaksanaan desa Duwet dalam mendukung 
keterbukaan informasi program yang akan dijalankan yaitu dengan memasang 
papan informasi yang berisikan besaran dana APBDes tahun berjalan. 
Keterbukaan informasi ini dilakukan pemerintah desa untuk menerapkan prinsip 
transparansi pengelolaan APBDes. Hal ini senada dengan yang diucapkan 
informan berikut: 
“Kita memasang papan pengumuman yang berisikan berapa jumlah 
pendapatan desa dan kegiatan dalam pembangunan desa serta 
pemberdayaan masyarakat. Setiap tahun kita mengganti pengumuman 
(spanduk) yang berisikan Anggaran Pendapatan Belanja Desa” 
(Hasil wawancara dengan sekertaris Desa Duwet, pada tanggal 27 
Februari 2019) 
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Hal tersebut serupa dengan pernyataan informan berikut: 
 
“Anggaran Pendapatan Belanja Desa di pasang setiap tahunnya di depan 
kantor kepala desa yang berisi pendapatan dana desa agar masyarkat 
dapat melihat dana dan juga kegiatan yang akan dilakukan” 
(Hasil wawancara dengan Tenaga Harian Lepas (THL) yang merupakan 
admin Desa Duwet, pada tanggal 19 Maret 2019) 
 
Dalam hal ini pelaksanaan belanja desa harus terdapat antara lain: 
Pertama, setiap pengeluaran belanja atas beban APBDes harus didukung dengan 
bukti yang lengkap dan sah harus mendapat pengesahan dari Sekretaris Desa atas 
kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud. Kedua, 
pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDes tidak dapat dilakukan 
sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDes ditetapkan menjadi peraturan 
desa. Serupa dengan hasil wawancara dari informan berikut: 
“Semua penerimaan dan pengeluaran desa melalui rekening desa dan 
harus dilengkapi dengan bukti yang sah misalnya nota atau kuitansi, 
kemudian bukti tersebut akan ditempelkan pada Buku Kas Umum 
(BKU)” 
(Hasil wawancara dengan bendahara Desa Duwet, pada tanggal 29 Maret 
2019) 
 
 
4.2.5. Penatausahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) 
Penatausahaan keuangan desa merupakan suatu kegiatan dimana 
pelaksanaannya dilakukan oleh bendahara desa. Bendahara desa diwajibkan 
melakukan pencatatan terhadap seluruh transaksi yang ada berupa penerimaan dan 
pengeluaran. Bendahara desa melakukan transaksi secara sistematis dan 
kronologis mengenai penerimaan dan pengeluaran keuangan desa.  
Penatausahaan yang dilakukan oleh bendahara desa dilakukan dengan 
cara pembukuan dengan menggunakan jurnal akuntansi. Dalam penatausahaan 
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baik dalam penerimaan kas dan pengeluaran kas bendahara menggunakan Buku 
Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak dan Buku Bank. Hal tersebut senada 
dengan pernyataan yang diberikan oleh informan berikut: 
“Semua penerimaan dan pengeluaran dicatat atau di bukukan melalui 
aplikasi SISKEDES secara online yang terdiri dari Buku Kas Umum, 
Buku Kas Pembantu Pajak dan Buku Bank” 
(Hasil wawancara dengan bendahara desa Duwet, pada tanggal 29 Maret 
2019) 
 
Diperkuat dengan penjelasan informan berikut: 
“Penerimaan kas dan pengeluaran kas dibukukan dengan bukti pada 
laporan LPJ. Dalam penatausahaan penerimaan dan pengeluaran 
menggunakan tiga buku yakni BKU, Buku Kas Pembantu Pajak dan 
Buku Bank” 
(Hasil wawancara dengan Tenaga Harian Lepas (THL) yang merupakan 
admin desa Duwet, pada tanggal 27 Februari 2019) 
 
Dalam penatausahaan bendahara desa diwajibkan melaporkan laporan 
pertanggungjawaban setiap bulannya kepada kepala desa. Laporan tersebut 
berisikan laporan pengeluaran dan penerimaan keuangan desa. Hal tersebut 
sejalan dengan pendapat dari informan berikut: 
“Saya melaporkan laporan pertanggungjawaban setiap bulannya kepada 
kepala desa, biasanya dilaporkan pada hari Jum’at minggu terakhir” 
(Hasil wawancara dengan bendahara desa Duwet, pada tanggal 29 Maret 
2019) 
 
4.2.6. Pelaporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) 
Pelaporan APBDes telah dibuktikan dengan pertanggungjawaban 
pelaksanaan program APBDes kepada pemerintah tingkat atasnya dilakukan 
secara periodik. Sebagai program yang kegiatannya bersiklus tahunan, maka dari 
perencanaan, implementasi sampai dengan monitoring dan evaluasi juga 
54 
 
 
dilakukan setiap tahun. Hal ini diperkuat dengan pernyataan dari salah satu 
informan yaitu sebagai berikut: 
“Pembuatan laporan pertanggungjawaban dibuat setiap akhir bulan 
kemudian dilaporkan kepada kepala desa dan diberikan kepada 
kecamatan dan disampaikan kepada bupati oleh pihak kecamatan. 
Biasanya kalau sudah selesai pembuatan laporan pertanggungjawaban 
langsung dilaporkan tidak ada batas waktu” 
(Hasil wawancara dengan Tenaga Harian Lepas (THL) yang merupakan 
admin desa Duwet, pada tanggal 19 Maret 2019) 
 
Pelaporan keuangan desa adalah suatu kewajiban oleh pemerintah desa 
kepada pemerintah daerah dan merupakan tahap bagian akhir dalam proses 
pengelolaan keuangan desa serta kegiatan pelaporan haruslah dilaksanakan secara 
tepat waktu dan bersifat akurat. Laporan yang disampaikan yaitu laporan realisasi 
pelaksanaan APBDes. 
Hal tersebut didukung oleh pernyataan dari salah satu informan berikut: 
 
“Laporan pertanggungjawaban APBDes desa Duwet tidak disampaikan 
atau diinformasikan langsung kepada masyarakat, namun hanya 
diinformasikan kepada BPD pada saat acara rapat. Pelaporannya dalam 
bentuk hard copy” 
(Hasil wawancara dengan bendahara desa Duwet, pada tanggal 29 Maret 
2019) 
 
Hal tersebut senada dengan informan berikut: 
 
“laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa 
diinformasikan kepada BPD dalam kegiatan rapat, kemudian anggota 
BPD menyampaikan kepada RT dan RW untuk disampaikan kepada 
masyarakat” 
(Hasil wawancara dengan ketua BPD desa Duwet, pada tanggal 12 Juni 
2019) 
 
Pelaporan keuangan desa yang diatur dalam Permendagri Nomor 113 
Tahun 2014 tentang pengelolaan keungabn desa terdapat dalam pasal 37 yaitu 
kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada 
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Bupati/Walikota ada dua macam yaitu laporan semester pertama dan laporan 
semester akhir tahun. Laporan semester pertama paling lambat disampaikan pada 
akhir bulan Juli tahun berjalan. Sedangkan laporan semester akhir tahun paling 
lambat disampaikan pada akhir bulan Januari tahun berikutnya. Hal tersebut 
senada dengan pernyataan informan berikut: 
“Bapak kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan 
APBDes kepada bupati terdiri dari laporan semester pertama dan laporan 
semester akhir tahun” 
(Hasil wawancara dengan sekertaris desa Duwet, pada tanggal 27 
Februari 2019) 
 
Diperkuat dengan pernyataan THL yang sebagai admin di Desa Duwet 
yakni sebagai berikut: 
“Kita membuat laporan pertanggungjawaban APBDes dalam satu tahun 
dilaporkan sebanyak dua kali yang terdiri dari laporan semester pertama 
dan laporan semester akhir tahun” 
(Hasil wawancara dengan Tenaga Harian Lepas (THL) yang merupakan 
admin desa Duwet, pada tanggal 19 Maret 2019) 
 
Akan tetapi berdasarkan hasil wawancara dengan bendahara desa Duwet, 
bahwa penyampaian laporan semester pertama tidak dilaporkan sesuai dengan 
ketentuan dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 untuk dilaporkan paling 
lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan. Akan tetapi hal tersebut bertolak 
belakang dengan pernyataan informan berikut: 
“Laporan realisasi pelaksanaan APBDes biasanya dilaporkan kalau 
laporan tersebut sudah jadi, apabila sudah jadi maka akan langsung 
dilaporkan” 
(Hasil wawancara dengan Tenaga Harian Lepas (THL) yang merupakan 
admin desa Duwet, pada tanggal 19 Maret 2019) 
 
 
  
56 
 
 
4.2.7. Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 
(APBDes) 
Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes merupakan 
laporan yang disampaikan secara periodik kepada BPD terhadap pelaksanaan 
APBDesa yang telah disepakati di awal tahun dalam bentuk Peraturan Desa. 
Peraturan desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes dan keputusan 
kepala desa tentang keterangan pertanggungjawaban keuangan desa yang 
dilaporkan kepala desa kemudian disampaikan kepada bupati/walikota melalui 
camat. Hal tersebut senada dengan pernyataan dari informan berikut: 
“Setiap setahun sekali pemerintahan desa menyerahkan laporan 
pertanggungjawaban melalui pengumpulan di kecamatan. Dengan 
melampirkan bukti-bukti yang terkait” 
(Hasil wawancara dengan Tenaga Harian Lepas (THL) yang merupakan 
admin desa Duwet, pada tanggal 19 Maret 2019) 
 
Berdasarkan rancangan peraturan desa (perdes) Desa Duwet Kecamatan 
Wonosari Kabupaten Klaten tentang anggaran pendapatan dan belanja desa 
(APBDes) Desa Duwet tahun 2018. Pertanggunjawaban APBDes di Desa Duwet 
telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 
Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Dalam permendagri pasal 40 tersebut 
dijelaskan bahwasannya laporan pertanggungjawaban harus diinformasikan 
kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah 
diakses oleh masyarakat. Hal ini diperkuat oleh pernyataan dari salah satu 
informan sebagai berikut: 
“Laporan pertanggungjawaban realisasai pelaksanaan APBDesa tidak 
diberitahukan langsung kepada masyarakat melainkan kepada BPD pada 
saat rapat berlangsung” 
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(Hasil wawancara dengan bendahara Desa Duwet, pada tanggal 29 Maret 
2019).  
 
Sedangkan untuk pengelolaan administrasi keuangan. Administrasi 
keuangan yang dilaksanakan di Desa Duwet dapat dikatakan telah menunjukkan 
atau berusaha menjalankan prinsip akuntabilitas, meskipun belum terlaksana 
secara sempurna. Berikut hasil wawancara dengan salah satu informan sebagai 
berikut: 
“Ketika ada uang masuk bendahara mengecek kemudian dilaporkan 
kepada kepala desa. Kepala Desa mengecek anggaran apa saja yang 
masuk. Kemudian kepala desa mengadakan musrenbangdes. Lalu 
membuat RAP. Kemudian RAP diserahkan kepada sekertaris desa. 
Kemudian diajukan ke kepala desa untuk diverifikasi, setelah kepala desa 
ACC selanjutnya diserahkan kepada bendahara untuk membuat surat 
permintaan pembayaran dan bendahara mencairkan dana. 
(Hasil wawancara dengan bendahara Desa Duwet, pada tanggal 29 Maret 
2019) 
 
Evaluasi pelaksanaan program APBDes dapat membimbing masyarakat 
untuk berpartisipasi dalam memberikan masukan dan koreksi dengan adanya 
kerjasama saling membantu dengan perangkat desa agar pelaporan APBDes dapat 
terselesaikan dengan baik dan cepat. Perlu diketahui bahwasannya pelaksanaan 
APBDes sudah memahami tentang administrasi keuangan APBDes dikarenakan 
ada petunjuk dari pemerintah kabupaten. Hal tersebut juga bisa dilihat dari tingkat 
pendidikan aparat pemerintah desa Duwet berikut ini: 
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Tabel 4.7 
Pendidikan Terakhir Perangkat Desa Duwet 
 
No  Jabatan Tingkat pendidikan 
SD SMP SMA S1 S2 
1 Kepala desa   V   
2 Sekertaris Desa     V 
3 Kaur Pemerintah  V    
4 Kaur Perencanaan   V   
5 Kaur Kesra   V   
6 Kaur Umum   V   
7 Kaur Keuangan    V  
8 Kadus 1   V   
9 Kadus 2   V   
Sumber: Desa Duwet Tahun 2019 
Hal tersebut didukung penerapan di lapangan yang menunjukkan bahwa 
semua uang yang telah dikeluarkan sudah dipertanggungjawabkan secara fisik dan 
juga secara administrasi keuangan. Meskipun dari segi administrasi belum 
sepenuhnya sempurna, namun demikian upaya untuk belajar, perbaikan dan 
pembenahan dari sisi administrasi terus dilakukan untuk menuju pada 
kesempurnaan. Kelemahan sumber daya manusia telah teratasi dengan adanya 
pelatihan dan studi lanjut yang dilakukan perangkat desa  
dalam upaya penyempurnaan pertanggungjawaban administrasi APBDes. Hasil 
pembangunan dapat disajikan berupa pembangunan fisik atau infrastruktur Di 
Desa Duwet sebagai berikut: 
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Tabel 4.8 
Hasil Sarana Prasarana Di Desa Duwet Yang Dibangun Tahun 2018 
 
Desa  Sarana Yang Dibangun Hasil  
Duwet  Betonisasi jalan BAIK 
 Rambat beton BAIK 
 Gorong-gorong BAIK 
 Pembuatan talut BAIK 
 Bantuan penunjang posyandu  BAIK 
Sumber: laporan APBDes desa Duwet  
Data tersebut menunjukkan bahwasannya peranggungjawaban APBDes 
di Desa Duwet sudah baik dari segi fisik, hal tersebut dapat dilihat dari hasil 
sarana dan prasarana yang telah dibangun. Evaluasi pelaksanaan program tersebut 
sebenarnya juga membimbing masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam 
memberikan masukan dan koreksi pelaksanaan APBDesa. 
 
4.3 Analisis dan Pembahasan 
4.3.1 Analisis Kesesuaian Perencanaan Keuangan Di Desa Duwet Dengan 
Perencanaan Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 
Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa 
Perencanaan keuangan adalah kegiatan untuk memperkirakan pendapatan dan 
belanja dalam kurun waktu tertentu di masa yang akan datang. Dalam kaitannya 
dengan pengelolaan keuangan desa, perencanaan yang dimaksud yaitu 
penyusunan APBDes. Penyusunan APBDes berdasarkan pada RKPDesa, yaitu 
rencana pembangunan tahunan yang ditetapkan dengan peraturan (Perdes). 
Dengan demikian, APBDes yang juga ditetapkan dengan Perdes, merupakan 
dokumen rencana kegiatan dan anggaran yang memiliki kekuatan hukum. 
60 
 
 
Perencanaan Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 113 Tentang 
Pengelolaan Keuangan Desa yakni sebagai berikut: 
1. Sekretaris desa menyusun Raperdes (Rancangan Peraturan Desa) tentang 
APBDesa, perubahan APBDesa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan 
APBDesa 
2. Sekretaris desa menyampaikan Raperdes tentang APBDesa kepada kepala 
desa. Dan kemudian kepala desa menyampaikan Raperdes tentang APBDesa 
tersebut kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati 
bersama 
3. Raperdes tentang APBDesa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh 
kepala desa kepada bupati/walikota melalui camat paling lambat 3 hari sejak 
disepakati untuk dievaluasi 
4. Dalam hal bupati/walikota menyatakan hasil evaluasi Raperdes tentang 
APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi, kepala desa melakukan penyempurnaan paling 
lama 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi. 
5. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh kepala desa, dan kepala desa 
tetap menetapkan Raperdes tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, 
bupati/walikota membatalkan Peraturan Desa dengan keputusan 
bupati/walikota. Kepala desa memberhentikan/mencabut pelaksanaan 
Peraturan Desa paling lama 7 hari kerja setelah pembatalan. 
Pada Desa Duwet, perencanaan keuangan desa diawali dengan penyusunan 
Rancangan Peraturan Desa (Raperdes) yang dibuat oleh sekertaris desa kemudian 
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dirapatkan dan ditetapkan dengan BPD lalu diberikan kepada kecamatan dan 
kabupaten. Dalam perencanaan diadakan musyawarah yang disebut 
musrenbangdes. Musyawarah tersebut dihadiri oleh perangkat desa, BPD, camat, 
kasi tata pemerintahan dan babinsa Kecamatan Wonosari. 
Kegiatan perencanaan pengelolaan keuangan desa telah sesuai dengan 
Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Hal 
tersebut telah sesuai dikarenakan sekertaris desa Duwet telah menyusun Raperdes 
dan itu dibuat berdasarkan RKPDes kemudian dilaporkan kepada kepala desa. 
Perencanaan pengelolaan keuangan Desa Duwet juga dilakukan secara transparan 
dan akuntabilitas dalam musyawarahnya. 
 
4.3.2 Analisis Kesesuaian Pelaksanaan Keuangan Di Desa Duwet Dengan 
Pelaksanaan Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 
Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa 
Pelaksanaan keuangan desa merupakan serangkaian kegiatan yang 
berkaitan dengan pengeluaran uang dan kegiatan di lapangan. Kegiatan yang 
dilakukan sesuai kewenangan desa yang diolah melalui rekening desa yang 
disertai dengan bukti pendukung yang sah. Sehingga harus benar-benar dilakukan 
pencatatan transaksi secara tertib dan dapat dipertanggungjawabkan. 
Pelaksanaan Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 
Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yakni semua penerimaan dan pengeluaran 
desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening 
kas desa dan disertai dengan bukti yang sah. Perubahan Peraturan Desa dapat 
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dilakukan apabila keadaan khusus yang mengharuskan untuk diganti. Perubahan 
APBDesa hanya dapat dilakukan satu kali dalam satu tahun anggaran. 
Penerimaan dan pengeluaran keuangan Desa Duwet dilaksanakan melalui 
rekening desa. Semua bukti transaksi dibukukan dalam Buku Kas Umum (BKU). 
Dalam desa Duwet dipungut pajak penghasilan yaitu pph pasal 21 tetapi hanya 
untuk honor. APBDes tahun 2018 mengalami perubahan satu kali, hal tersebut 
dikarenakan adanya perubahan anggaran dalam pengeluaran. Berdasarkan uraian 
diatas maka dapat dikatakan bahwa pelaksanaan keuangan desa di Desa Duwet 
telah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan 
Keuangan Desa. 
 
4.3.3 Analisis Kesesuaian Penatausahaan Keuangan Di Desa Duwet 
Dengan Penatausahaan Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa 
Penatausahaan adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahun 
anggaran. Kegiatan ini bertumpu pada tugas dan tanggungjawab bendahara desa. 
Penatausahaan adalah pencatatan seluruh transaksi keuangan, baik penerimaan 
dan pengeluaran uang dalam satu tahun anggaran.  
Penatausahaan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 
Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa dalam pasal 35 yaitu sebagai 
berikut: 
1. Penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa 
2. Bendahara desa melakukan pencatatan dan penerimaan dan membuat tutup 
buku setiap akhir bulan 
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3. Bendahara mempertanggungjawabkan uang melalui laporan 
pertanggungjawaban 
4. Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada kepala desa 
dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya 
5. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran menggunakan buku kas umum, 
buku kas pembantu pajak dan buku bank 
Bendahara desa Duwet membukukan transaksi penerimaan dan 
pengeluaran dalam bentuk laporan pertanggungjawaban. Transaksi pengeluaran 
dan penerimaan telah diaplikasikan dalam sistem keuangan desa (SISKEDES). 
Dalam pembukuannya bendahara desa menggunakan jurnal akuntansi. Bendahara 
desa juga melaporkan laporan pertanggungjawaban kepada kepala desa setiap 
bulannya. 
Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran di Desa Duwet 
menggunakan tiga buku yakni buku kas umum yang digunakan untuk mencatat 
penerimaan dan pengeluaran yang bersifat tunai, buku bank yang berfungsi untuk 
mencatat transaksi penerimaan dan pengeluaran melalui pendapatan transfer, buku 
kas pembantu pajak yang berfungsi untuk mencatat penerimaan uang yang berasal 
dari pungutan pajak dan pengeluaran penyetoran pajak ke kas Negara. 
Praktik penatausahaan keuangan desa di Desa Duwet telah sesuai dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan 
Keuangan Desa. Hal tersebut telah sesuai dikarenakan Desa Duwet telah 
melakukan tutup buku setiap akhir bulan dan menyampaikan laporan 
pertanggungjawaban kepada kepala desa serta telah menggunakan tiga buku 
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dalam penerimaan dan pengeluaran keuangan desa yakni buku kas umum, buku 
bank dan buku pembantu pajak.  
 
4.3.4 Analisis Kesesuaian Pelaporan Keuangan Di Desa Duwet Dengan 
2014 Pelaporan Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
113 Tahun Tentang Pengelolaan Keuangan Desa 
Pelaporan adalah proses yang dilakukan untuk tujuan mengetahui 
bagaimana perkembangan dari proses pengelolaan dan penggunaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Desa. Pembahasan tentang pelaporan keuangan desa 
dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa 
terdapat dalam pasal 37 yakni sebagai berikut:  
1. Kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada 
bupati/walikota berupa laporan semester pertama yaitu laporan realisasi 
APBDesa dan laporan semester akhir tahun 
2. Laporan realisasi pelaksanaan APBDes disampaikan paling lambat pada akhir 
bulan Juli tahun berjalan 
3. Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan 
Januari tahun berikutnya 
Pelaporan yang dilakukan oleh kepala desa Duwet selama satu tahun 
anggaran terdiri dari dua laporan yakni laporan realisasi APBDes dan laporan 
semester akhir tahun. Dalam penyampaian laporan semester pertama, desa Duwet 
menyampaikan laporannya tidak tetap dikarenakan tidak ada batasan waktu, 
apabila telah selesai maka akan segera di laporkan begitupun sebaliknya. Akan 
tetapi untuk laporan akhir tahunnya telah disampaikan dengan baik.  
65 
 
 
Kegiatan pelaporan keuangan Desa Duwet belum sesuai dengan 
Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, 
dikarenakan laporan semester pertama tidak dilaporkan pada bulan Juli tahun 
berjalan. Pelaporannya dilakukan tergantung pada waktu pengerjaannya. Akan 
tetapi untuk laporan semester akhir tahun Desa Duwet tahun 2018 telah 
dilaporkan pada tanggal 6 Januari tahun 2019. 
 
4.3.5 Analisis Kesesuaian Pertanggungjawaban Keuangan Di Desa Duwet 
Dengan Pertanggungjawaban Menurut Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa 
Pertanggungjawaban adalah proses terakhir dalam pengelolaan keuangan 
desa. Laporan pertanggungjawaban ini dimaksudkan untuk dapat 
mempertanggungjawabkan apa yang telah disusun dalam laporan pelaksanaan 
APBDes. Pertanggungjawaban keuangan desa berdasarkan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu 
sebagai berikut: 
1. Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi 
pelaksanaan APBDesa kepada bupati/walikota setiap akhir tahun anggaran 
2. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan 
APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan 
media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Media informasi yang 
dimaksud antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media 
informasi lainnya. 
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Kepala desa Duwet setiap akhir tahun menyampaikan laporan 
pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati melalui 
camat. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes di desa 
Duwet tahun 2018 terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan. Hanya saja 
penyampaian laporan realisasi pelaksanaan APBDesa Desa Duwet tidak lansung 
diinformasikan kepada masyarakat melainkan disampaikan kepada Badan 
Permusyawaratan Desa (BPD) saja yang menjadi perwakilan dari masyarakat 
pada saat dilakukannya rapat. Sehingga pertanggungjawaban keuangan Desa 
Duwet kurang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 
2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. 
Tabel 4.9 
Aspek Pengelolaan Keuangan Desa 
Aspek Perencanaan 
Permendagri Nomor 113 
Tahun 2014 Tentang 
Pengelolaan Keuangan 
Desa 
Desa Duwet Keterangan 
1. Sekertaris desa 
menyusun Rancangan 
Peraturan Desa tentang 
APBDesa berdasarkan 
RKPDesa tahun 
berkenaan  
 
 
 
2. Sekertaris desa 
menyusun Rancangan 
Peraturan Desa tentang 
APBDesa berdasarkan 
RKPDesa tahun 
berkenaan  
 
 
Raperdes Desa Duwet disusun 
dengan mengacu pada Rencana 
Kerja Pembangunan Desa 
(RKPDesa) yang dibuat oleh 
sekertaris desa. Kemudian 
RkPDesa tersebut akan dijadikan 
pedoman pelaksanaan 
pembangunan pemerintah desa 
dalam satu tahun 
Raperdes Desa Duwet disusun 
dengan mengacu pada Rencana 
Kerja Pembangunan Desa 
(RKPDesa) yang dibuat oleh 
sekertaris desa. Kemudian 
RkPDesa tersebut akan dijadikan 
pedoman pelaksanaan 
pembangunan pemerintah desa 
dalam satu tahun 
Sesuai 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sesuai 
 
 
 
 
 
 
Tabel berlanjut..... 
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Lanjutan tabel 4.9 
Permendagri Nomor 113 
Tahun 2014 Tentang 
Pengelolaan Keuangan 
Desa 
Desa Duwet Keterangan 
3. Sekertaris desa 
menyampaikan 
rancangan peraturan 
desa tentang APBDesa 
kepada kepala desa 
4. Rancangan peraturan 
desa tentang APBDes 
disampaikan oleh 
kepala desa kepada 
Badan 
Permusyawaratan Desa 
(BPD) untuk dibahas 
dan disepakati bersama 
5. Rancangan Peraturan 
Desa tentang APBDesa 
disepakati dengan 
Badan 
Permusyawaratan Desa 
paling lambat bulan 
Oktober tahun berjalan  
Setelah pembuatan Raperdes 
APBDes selesai lalu sekertaris desa 
melaporkan kepada kepala desa 
 
 
Raperdes selesai disusun kemudian 
akan dibahas bersama Badan 
Permusyawaratan Desa (BPD)  
kemudian diberikan ke kecamatan 
dan kabupaten 
 
 
 
Desa duwet telah membuat 
Raperdes yang dirapatkan dan 
ditetapkan dengan Badan 
Permusyawaratan Desa 
Sesuai 
 
 
 
 
Sesuai 
 
 
 
 
 
 
 
Sesuai 
 
Tabel 4.10 
Aspek Pengelolaan Keuangan Desa 
Aspek Pelaksanaan 
Permendagri Nomor 113 
Tahun 2014 Tentang 
Pengelolaan Keuangan 
Desa 
Desa Duwet Keterangan 
1. Semua penerimaan dan 
pengeluaran desa 
dalam rangka 
pelaksanaan 
kewenangan desa 
dilaksanakan melalui 
rekening kas desa 
2. Semua penerimaan dan 
pengeluaran desa harus 
didukung oleh bukti 
yang lengkap dan sah 
Bendahara desa melakukan 
transaksi penerimaan dan 
pengeluaran uang dengan 
menggunakan buku rekening desa 
atas nama Desa Duwet 
 
 
Transaksi penerimaan dan 
pengeluaran telah didukung dengan 
bukti yang sah 
 
Sesuai 
 
 
 
 
 
 
Sesuai 
 
Tabel berlanjut...... 
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Lanjutan tabel 4.10 
Permendagri Nomor 113 
Tahun 2014 Tentang 
Pengelolaan Keuangan 
Desa 
Desa Duwet Keterangan 
3. Bendahara desa sebagai 
wajib pungut pajak 
penghasilan (PPh) dan 
pajak lainnya, wajib 
menyetorkan seluruh 
penerimaan potongan 
dan pajak yang 
dipungutnya ke 
rekening kas Negara 
sesuai dengan 
ketentuan peraturan 
perundang-undangan 
4. Perubahan perturan 
desa dapat dilakukan 
apabila terjadi keadaan 
yang menyebabkan 
harus dilakukan 
pergeseran 
 
 
5. Perubahan APBDesa 
hanya dapat Dilakukan 
1 (satu) kali dalam 1 
(satu) tahun anggaran 
Adanya pungutan pajak 
penghasilan (PPh 21) tetapi hanya 
untuk honor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tahun anggaran 2018 pemerintah 
Desa Duwet melakukan perubahan 
perdes sebanyak satu kali. Hal 
tersebut dilakukan karena tidak 
adanya kesesuaian sasaran. 
Perubahan yang terjadi yaitu 
dikarenakan adanya perubahan 
pengeluaran 
Tahun anggaran 2018 pemerintah 
Desa Duwet melakukan perubahan 
perdes sebanyak satu kali 
Sesuai 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sesuai 
 
 
 
 
 
 
 
Sesuai 
 
Tabel 4.11 
Aspek Pengelolaan Keuangan Desa 
Aspek Penatausahaan 
Permendagri Nomor 113 
Tahun 2014 Tentang 
Pengelolaan Keuangan 
Desa 
Desa Duwet Keterangan  
1. Penatausahaan 
dilakukan oleh 
bendahara desa 
Kegiatan penatausahaan di Desa 
Duwet dilakukan brendahara desa 
Sesuai  
  
Tabel berlanjut ... 
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Lanjutan tabel 4.11 
Permendagri Nomor 113 
Tahun 2014 Tentang 
Pengelolaan Keuangan 
Desa 
Desa Duwet Keterangan  
2. Bendahara desa wajib 
melakukan pencatatan 
setiap penerimaan dan 
pengeluaran serta 
melakukan tutup buku 
setiap akhir bulan 
secara tertib 
 
3. Bendahara desa wajib 
mempertanggungjawab
kan uang melalui 
laporan 
pertanggungjawaban 
dalam bentuk buku kas 
umum, buku pembantu 
pajak dan buku bank 
4. Laporan 
pertanggungjawaban 
dilaporkan setiap bulan 
kepada kepala desa 
 
Kegiatan penatausahaan di Desa 
Duwet dilakukan brendahara desa 
Bendahara desa Duwet melakukan 
pencatatan setiap ada penerimaan 
dan pengeluaran dengan sistem 
keuangan desa (SISKEUDES) dan 
bendahara juga melakukan tutup 
buku setiap akhir bulannya 
Bendahara desa Duwet melakukan 
pertanggungjawaban uang kepada 
kepala desa melalui laporan 
pertanggungjawaban dalam bentuk 
buku kas umum, buku pembantu 
pajak dan buku bank 
 
 
Di desa Duwet laporan 
pertanggungjawabannya telah 
dilaporkan rutin setiap bulannya. 
Bendahara desa Duwet biasaya 
melaporkan pada hari Jum’at 
minggu ke empat 
Sesuai  
 
 
 
 
 
 
 
Sesuai   
 
 
 
 
 
 
 
Sesuai   
 
 
Tabel 4.12 
Aspek Pengelolaan Keuangan Desa 
Aspek Pelaporan 
Permendagri Nomor 113 
Tahun 2014 Tentang 
Pengelolaan Keuangan 
Desa 
Desa Duwet Keterangan  
1. Kepala desa 
menyampaikan laporan 
realisasi pelaksanaan 
APBDes kepada 
bupati/walikota  
a. Laporan semester 
pertama 
b. Laporan semester 
akhir tahun 
Bapak kepala desa Duwet 
menyampaikan dua laporan 
realisasi pelaksanaan APBDes 
yakni laporan semester pertama dan 
laporan semester akhir tahun 
 
 
 
Sesuai  
 
 
 
 
 
 
 
Tabel berlanjut... 
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Lanjutan tabel 4.12 
Permendagri Nomor 113 
Tahun 2014 Tentang 
Pengelolaan Keuangan 
Desa 
Desa Duwet Keterangan  
2. Laporan semester 
pertama yang dimaksud 
berupa laporan realisasi 
APBDes 
3. Waktu penyampaian 
laporan semester 
pertama paling lambat 
pada bulan Juli tahun 
berjalan 
 
 
4. Laporan semester akhir 
tahun sebagaimana 
dimaksudkan laporan 
setelah adanya realisasi 
kegiatan 
5. Waktu penyampaian 
laporan akhir tahun 
paling lambat akhir 
bulan Januari tahun 
Bendahara desa membuat laporan 
semester pertama dalam bentuk 
laporan realisasi APBDes 
 
Penyampaian laporan semester 
pertama dilaporkan tidak tetap. 
Dikarenakan tidak adanya batasan 
waktu pelaporan, apabila telah 
selesai maka akan segera di 
laporkan begitupun sebaliknya   
 
Laporan semester akhir tahun 
berupa laporan setelah kegiatan 
selama tahun berjalan selesai dan 
telah terealisasi  
 
Penyampaian laporan akhir tahun 
Desa Duwet 2018  di sampaikan 
pada tanggal 06 Januari tahun 2019 
Sesuai  
 
 
 
Belum 
Sesuai  
 
 
 
 
 
Sesuai  
 
 
 
 
Sesuai  
 
 
 
 
Tabel 4.13 
Aspek Pengelolaan Keuangan Desa 
Aspek Pertanggungjawaban 
Permendagri Nomor 113 
Tahun 2014 Tentang 
Pengelolaan Keuangan 
Desa 
Desa Duwet Keterangan  
1. Kepala desa 
menyampaikan laporan 
pertanggungjawaban 
realisasi pelaksanaan 
APBDes kepada 
bupati/walikota setiap 
akhir tahun anggaran 
 
Penyampaian laporan 
pertanggungjawaban realisasi 
pelaksanaan APBDes di desa 
Duwet didiskusikan dengan pihak 
kecamatan terlebih dahulu 
kemudian disampaikan kepada 
bupati/walikota melalui perantara 
pihak kecamatan 
Sesuai 
 
Tabel berlanjut..... 
 
 
 
71 
 
 
Lanjutan Tabel 4.13 
Permendagri Nomor 113 
Tahun 2014 Tentang 
Pengelolaan Keuangan 
Desa 
Desa Duwet Keterangan  
2. Laporan realisasi 
danlaporan 
pertanggungjawaban 
realisasi pelaksanaan 
APBDes 
diinformasikan kepada 
masyarakat secara 
tertulis dan dengan 
media informasi yang 
mudah diakses 
masyarakat 
Di Desa Duwet tidak melaporkan 
laporan realisasi dan laporan 
pertanggungjawaban secara 
langsung kepada masyarakat tetapi 
dilaporkan kepada BPD selaku 
perwakilan dari masyarakat   
Sesuai 
 
 
  
 
Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui dari lima analisis, kelima analisis 
yakni perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan 
penatausahaan Desa Duwet telah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 
2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yakni Desa Duwet telah membuat 
Raperdes yang disepakati dan dirapatkan dengan BPD yang kemudian dalam 
pelaksanaannya transaksi penerimaan dan pengeluaran uang telah didukung 
dengan bukti yang sah dan melalui rekening milik desa.  
Sedangkan untuk pelaporan dan pertanggungjawaban APBDes telah 
dilaporkan sesuai dengan peraturan yang ada dalam Permendagri Nomor 113 
Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Bahwasannya laporan realisasi 
pelaksanaan APBDesa telah diinformasikan kepada BPD selaku perwakilan dari 
masyarakat pada rapat yang dilakukan perangat Desa Duwet. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
 
5.1 Kesimpulan 
Pengelolaan keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 
(perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, penatausahaan dan pertanggungjawaban) 
di Desa Duwet secara umum telah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 
2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa meskipun masih ada beberapa yang 
belum sesuai akan tetapi masih dapat diperbaiki yakni: 
1. Tahap Perencanaan keuangan desa di Desa Duwet secara teknis sudah 
melaksanakan perencanaan sebagaimana yang tertuang dalam 
Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan 
Desa.  
2. Pelaksanaan keuangan desa di Desa Duwet sudah sesuai dengan yang 
tertuang pada Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan 
Keuangan Desa dimana semua transaksi penerimaan dan pengeluaran 
dilakukan melalui rekening kas desa. 
3. Pada tahap penatausahaan di Desa Duwet mengenai pembuatan tutup buku 
setiap akhir bulan telah dilakukan secara tertib oleh bendahara desa, hal 
tersebut telah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang 
Pengelolaan Keuangan Desa. 
4. Pada tahap pelaporan desa Duwet telah sesuai dengan Permendagri Nomor 
113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, akan tetapi masih 
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ada ketidaktepatan penyampaian laporan semester pertama dikarenakan 
tidak adanya batasan waktu pengumpulan.  
5. Tahap pertanggungjawaban di Desa Duwet telah sesuai dengan 
Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan 
Desa, hanya saja laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan 
APBDesa diinformasikan kepada BPD selaku wakil dari masyarakat.  
 
5.2. Keterbatasan Penelitian 
Penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan yakni penelitian ini tidak 
melakukan semua check list semua bukti terkait pendapatan dan pengeluaran yang 
dilakukan Desa Wonosari dalam menjalankan program yang tertera didalam 
APBDes. Selain itu peneliti hanya dilakukan pada satu desa yaitu Desa Duwet 
Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten. 
 
5.3. Saran  
Berdasarkan kesimpulan diatas, peneliti dapat memberikan saran baik bagi 
Pemerintahan Desa Duwet Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten terkait dan 
bagi peneliti selanjutnya antara lain: 
1. Bagi Desa Duwet Kecamatan Wonosari diharapkan dapat memberikan 
pelayanan yang lebih baik terhadap masyarakat dan juga memberikan 
pelatihan kepada perangkat desa untuk dapat mengelola Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Desa menjadi lebih sempurna.  
2. Bagi peneliti selanjutnya agar dapat melakukan penelitian pada beberapa desa 
yang ada di Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten agar dapat 
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menggambarkan secara umum dan luas penyajian laporan keuangan 
pemerintah desa. 
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Lampiran 1 
 
Jadwal Penelitian 
 
No Bulan Oktober 
2018 
November   
2018 
Desember  
2018 
Januari  
2019 
Februari  
2019 
Maret  
2019 
April  
2019 
Mei  
2019 
Kegiatan 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 Penyusunan 
proposal 
 X X X                             
2 Konsultasi 
 
  X  X     X     X     X    X   X X     
3 Revisi    X  X     X     X     X    X   X X     
4 Pengumpulan 
Data  
               X  X   X  X X         
5 Analisis Data                X  X   X  X X         
6 Penulisan Akhir 
Naskah Skripsi 
                              X  
7 Pendaftaran 
Munaqasah 
                            X    
8 Munaqasah                              X   
9 Revisi Skripsi                               X X 
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Lampiran 2 
Pedoman Wawancara 
Rumusan Masalah Indikator Pertanyaan 
Apakah kegiatan 
perencanaan, 
pelaksanaan, 
pelaporan, 
penatausahaan dan 
pertanggungjawaban 
APBDes di Desa 
Duwet Kecamatan 
Wonosari Kabupaten 
Klaten telah sesuai 
dengan aturan 
Permendagri No 113 
Tahun 2014 Tentang 
Pengelolaan 
Keuangan Desa 
Perencanaan  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pelaksanaan  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Penatausahaan  
 
 
1. Siapa yang menyusun Raperdes tentang 
APBDes? 
2. Kepada siapa Raperdes diserahkan ? 
3. Raperdes yang telah disepakati bersama 
diserahkan kepada siapa ? 
4. Siapa yang hadir dalam musyawarah desa 
dalam rangka perencanaan APBDes ? 
5. Bagaimana menyikapi segala masukan dari 
masyarakat dalam proses perencanaan 
APBDes ? 
1. Apakah penerimaan dan pengeluaran desa 
dilaksanakan melalui rekening desa ? 
2. Apakah penerimaan dan pengeluaran desa 
disertai bukti yang sah ? 
3. Apakah di desa ini memunggut pajak 
penghasilan dan pajak lainnya ? 
4. Apakah pungutan pajak itu disetorkan ke kas 
negara ? 
5. Apakah pernah dilakukan perubahan 
peraturan desa ? 
6. Mengapa perdes itu harus dirubah ? 
7. Berapa kali perubahan perdes dalam setahun 
? 
1. Apakah penerimaan dan pengeluaran desa 
dibukukan ? 
2. Apakah di desa Duwet melakukan tutup buku 
setiap akhir bulan ? 
3. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran 
desa menggunakan buku apa saja ? 
4. Apakah laporan pertanggungjawaban 
dilaporkan setiap bulan kepada kepala desa ? 
5. Apakah menggunakan jurnal akuntansi dalam 
pembukuan ? 
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Rumusan Masalah Indikator Pertanyaan 
Apakah kegiatan 
perencanaan, 
pelaksanaan, 
pelaporan, 
penatausahaan dan 
pertanggungjawaban 
APBDes di Desa 
Duwet Kecamatan 
Wonosari 
Kabupaten Klaten 
telah sesuai dengan 
aturan Permendagri 
No 113 Tahun 2014 
Tentang 
Pengelolaan 
Keuangan Desa 
Pelaporan  
 
 
 
 
 
 
 
Pertanggungjawaban  
 
 
 
 
 
1. Apakah bapak/ibu membuat laporan 
pertanggungjawaban? 
2. Kapan laporan pertanggungjawaban itu 
dikerjakan? 
3. Apakah laporan realisasi pelaksanaan 
APBDes dilaporkan kepada bupati ?  
4. Kapan laporan semester pertama 
dilaporkan ? 
1. Apakah laporan pertanggungjawaban 
realisasi APBDes dilaporkan kepada 
bupati? 
2. Apakah laporan pertanggungjawaban 
realisasi pelaksanaan APBDes 
diinformasikan kepada masyarakat ? 
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Lampiran 3 
Form Catatan Wawancara I 
Hari, Tanggal  : Rabu, 27 Februari 2019 
Tempat  : Desa Duwet Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten 
1. Data Informan 
Nama   : Bapak Rohmat Prayudi Kirnawan 
Jabatan : Sekertaris Desa Duwet 
2. Hasil Wawancara 
1. Siapa yang menyusun Raperdes tentang APBDes? 
”Ya saya sendiri selaku sekertaris desa. Raperdes disusun 
berdasarkan RPJMDesa, setelah itu dilaporkan kepada kepala desa 
dan dibahas bersama BPD.” 
2. Kepada siapa Raperdes diserahkan ? 
 
”Diserahkan kepada kepala desa.” 
3. Raperdes yang telah disepakati bersama diserahkan kepada siapa ? 
“Diserahkan ke bupati tetapi melalui kecamatan.” 
4. Siapa yang hadir dalam musyawarah desa dalam rangka perencanaan 
APBDes ? 
 
 “Dihadiri oleh perangkat desa, BPD, camat, kasi tata pemerintahan 
dan babinsa.” 
5. Bagaimana menyikapi segala masukan dari masyarakat dalam proses 
perencanaan APBDes ? 
 
“Semua masukan akan ditampung terlebih dahulu kemudian nanti 
akan dimusyawarahkan selanjutnya disesuaikan dengan kebutuhan 
yang mendesak.” 
 
6. Apakah penerimaan dan pengeluaran desa dilaksanakan melalui 
rekening desa ? 
 
“Ya melalui rekening desa semua.” 
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 Hasil wawancara 
7. Apakah penerimaan dan pengeluaran desa disertai bukti yang sah ? 
 
“Ya, ada bukti seperti kuitansi dan nota.” 
 
8. Apakah di desa ini memunggut pajak penghasilan dan pajak lainnya ? 
 
“Ada, pajak penghasilan.” 
 
9. Apakah pungutan pajak itu disetorkan ke kas negara ? 
 
“Pajak itu nanti kita bayarkan ke kantor pos.” 
 
10. Apakah pernah dilakukan perubahan peraturan desa ? 
 
“Belum tahu mbak soalnya saya baru masuk, seharusnya jika ada 
perubahan perdes kemungkinan besar ada alasan tertentu.” 
 
11. Mengapa perdes itu harus dirubah ? 
 
“Ya, karena ada sebab tertentu.” 
 
12. Berapa kali perubahan perdes dalam setahun ? 
 
“Kalau itu kurang tahu mbak.” 
 
13. Apakah penerimaan dan pengeluaran desa dibukukan ? 
 
“Ya, semua dibukukan.” 
 
14. Apakah di desa Duwet melakukan tutup buku setiap akhir bulan ? 
 
“Ya, setiap akhir bulan dibuat oleh bendahara.” 
 
15. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran desa menggunakan buku 
apa saja ? 
 
“Buku Kas, Buku Pembantu Pajak dan Buku Bank.” 
 
 
 
 
84 
 
 
 Hasil Wawancara 
16. Apakah laporan pertanggungjawaban dilaporkan setiap bulan kepada 
kepala desa ? 
 
“Ya, dilaporkan setiap bulan.” 
 
17. Apakah menggunakan jurnal akuntansi dalam pembukuan ? 
“Ya, menggunakan jurnal akuntansi.” 
18. Apakah bapak/ibu membuat laporan pertanggungjawaban? 
 
“Ya, pasti membuat laporan pertanggungjawaban.” 
 
19. Kapan laporan pertanggungjawaban itu dikerjakan? 
 
“Laporan pertanggungjawaban dibuat pada setiap akhir bulan.” 
 
20. Apakah laporan realisasi pelaksanaan APBDes dilaporkan kepada 
bupati ?  
 
“Ya, dilaporkan tapi melalui kecamatan dulu.” 
 
21. Kapan laporan semester pertama dilaporkan ? 
 
“Yang melaporkan bendahara.” 
 
22. Apakah laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes dilaporkan 
kepada bupati? 
 
“Iya di laporkan ke kecamatan kemudian ke kabupaten.” 
 
23. Apakah laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes 
diinformasikan kepada masyarakat ? 
 
“Dilaporkan kepada BPD saja.” 
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Lampiran 4 
Form Catatan Wawancara II 
Hari, Tanggal  : Selasa, 19 Maret 2019 
Tempat  : Desa Duwet Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten 
1. Data Informan 
Nama   : Ibu Tri Wardani 
Jabatan : Tenaga Harian Lepas yang sebagai admin Desa Duwet 
2. Hasil Wawancara 
1. Siapa yang menyusun Raperdes tentang APBDes? 
”Yang menyusun Raperdes adalah sekertaris desa.” 
2.  Kepada siapa Raperdes diserahkan ? 
”Ditetapkan di kecamatan.” 
 
3. Raperdes yang telah disepakati bersama diserahkan kepada siapa ? 
“Diserahkan ke kecamatan kemudian dievaluasi.” 
4. Siapa yang hadir dalam musyawarah desa dalam rangka perencanaan 
APBDes ? 
 
 “Dihadiri oleh perangkat desa dan BPD.” 
5. Bagaimana menyikapi segala masukan dari masyarakat dalam proses 
perencanaan APBDes ? 
 
“Semua masukan akan kumpulkan kemudian dievaluasi satu persatu.” 
6. Apakah penerimaan dan pengeluaran desa dilaksanakan melalui 
rekening desa ? 
 
“Ya melalui rekening desa semua.” 
7. Apakah penerimaan dan pengeluaran desa disertai bukti yang sah? 
 
“Ya, dicatat di buku kas umum.” 
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 Hasil wawancara 
 
8. Apakah di desa ini memunggut pajak penghasilan dan pajak lainnya ? 
 
“Ada, pajak penghasilan pph pasal 21.” 
 
9. Apakah pungutan pajak itu disetorkan ke kas negara ? 
 
“Pajak itu nanti kita bayarkan melalui Bank BPD.” 
 
10. Apakah pernah dilakukan perubahan peraturan desa ? 
 
“Pernah.” 
 
11. Mengapa perdes itu harus dirubah ? 
 
“Karena tidak adanya kesesuaian sesuai sasaran.” 
 
12. Berapa kali perubahan perdes dalam setahun ? 
 
“Apabila perlu atau mungkin ada perubahan yang telah ditetapkan 
dalam musyawarah perangkat desa dan BPD.” 
 
13. Apakah penerimaan dan pengeluaran desa dibukukan ? 
 
“Ya, dibukukan oleh bendahara desa di Lpj.” 
 
14. Apakah di desa Duwet melakukan tutup buku setiap akhir bulan ? 
 
“Ya, setiap akhir bulan menyusun tutup buku, biasanya pada hari 
Jum’at minggu terakhir.” 
 
15. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran desa menggunakan buku 
apa saja ? 
 
“Ada tiga Buku Kas, Buku Pembantu Pajak dan Buku Bank.” 
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 Hasil Wawancara 
16. Apakah laporan pertanggungjawaban dilaporkan setiap bulan kepada 
kepala desa ? 
 
“Tidak tahu, yang melaporkan bendahara desa.” 
 
17. Apakah menggunakan jurnal akuntansi dalam pembukuan ? 
“Ya,dibawa bendahara desa.” 
18. Apakah bapak/ibu membuat laporan pertanggungjawaban? 
 
“Ya, pasti membuat laporan pertanggungjawaban berupa laporan 
semester pertama dan laporan semester akhir tahun.” 
 
19. Kapan laporan pertanggungjawaban itu dikerjakan? 
 
“Laporan pertanggungjawaban dibuat pada setiap akhir bulan 
kemudian dilaporkan kepada kepala desa dan disampaikan kepada 
pihak kecamatan.” 
 
20. Apakah laporan realisasi pelaksanaan APBDes dilaporkan kepada 
bupati ?  
 
“Dilaporkan ke kecamatan.” 
 
21. Kapan laporan semester pertama dilaporkan ? 
 
“Ya apabila sudah selesai langsung dilaporkan tidak ada batas waktu 
mbak.” 
 
22. Apakah laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes dilaporkan 
kepada bupati? 
 
“Rapat Lpj dengan kecamatan dulu kemudian hasilnya diberikan ke 
kecamatan, kemudian kecamatan akan menyampaikan ke kabupaten 
dengan melampirkan bukti yang terkait.” 
 
23. Apakah laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes 
diinformasikan kepada masyarakat ? 
 
“Tidak, tetapi dilaporkan kepada BPD dalam bentuk hard copy.” 
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Lampiran 5 
Form Catatan Wawancara III 
Hari, Tanggal  : Jum’at, 29 Maret 2019 
Tempat  : Desa Duwet Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten 
1. Data Informan 
Nama   : Ibu Sri Amin Khamidah SE 
Jabatan : Bendahara Desa Duwet 
2. Hasil Wawancara 
1. Siapa yang menyusun Raperdes tentang APBDes? 
”Yang menyusun Raperdes adalah sekertaris desa.” 
2.  Kepada siapa Raperdes diserahkan ? 
 
”Ditetapkan dan dirapatkan dengan BPD, kemudian diserahkan ke 
kecamatan.” 
3. Raperdes yang telah disepakati bersama diserahkan kepada siapa ? 
“Diserahkan ke kecamatan kemudian dievaluasi selanjutnya diberikan 
kabupaten.” 
4. Siapa yang hadir dalam musyawarah desa dalam rangka perencanaan 
APBDes ? 
 
 “Dihadiri oleh perangkat desa, tim kecamatan  dan BPD.” 
5. Bagaimana menyikapi segala masukan dari masyarakat dalam proses 
perencanaan APBDes ? 
 
“Semua masukan akan dimusyawarahkan kembali.” 
 
6. Apakah penerimaan dan pengeluaran desa dilaksanakan melalui 
rekening desa ? 
 
“Ya melalui rekening desa Bank BPR.” 
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 Hasil wawancara 
7. Apakah penerimaan dan pengeluaran desa disertai bukti yang sah ? 
 
“Ya, ada buktinya berupa nota dan kuitansi kemudian bukti tersebut 
ditempelkan di buku kas umum.”  
 
8. Apakah di desa ini memunggut pajak penghasilan dan pajak lainnya ? 
 
“Ada, pajak penghasilan tetapi hanya untuk honor.” 
 
9. Apakah pungutan pajak itu disetorkan ke kas negara ? 
 
“Pembayaran pajak melalui transfer e-belling kemudian nanti kita 
bayarkan ke kantor pajak.” 
 
10. Apakah pernah dilakukan perubahan peraturan desa ? 
 
“Pernah.” 
 
11. Mengapa perdes itu harus dirubah ? 
 
“Ya, karena ada perubahan pengeluaran.” 
 
12. Berapa kali perubahan perdes dalam setahun ? 
 
“Perubahan hanya boleh dilakukan satu kali dalam satu tahun.” 
 
13. Apakah penerimaan dan pengeluaran desa dibukukan ? 
 
“Ya, semua dibukukan melalui aplikasi SISKEDES online.” 
 
14. Apakah di desa Duwet melakukan tutup buku setiap akhir bulan ? 
 
“Ya, setiap akhir bulan selalu melakukan tutup buku.” 
 
15. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran desa menggunakan buku apa 
saja ? 
 
“Menggunakan Buku Kas, Buku Pembantu Pajak dan Buku Bank.” 
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 Hasil Wawancara 
16. Apakah laporan pertanggungjawaban dilaporkan setiap bulan kepada 
kepala desa ? 
 
“Ya, diakhir bulan selalu melaporkan laporan pertanggungjawaban.” 
  
17. Apakah menggunakan jurnal akuntansi dalam pembukuan ? 
“Ya,menggunakan jurnal akuntansi” 
18. Apakah bapak/ibu membuat laporan pertanggungjawaban? 
 
“Ya, Spj setiap akhir bulan.” 
 
19. Kapan laporan pertanggungjawaban itu dikerjakan? 
 
“Laporan pertanggungjawaban dibuat pada setiap akhir.” 
 
20. Apakah laporan realisasi pelaksanaan APBDes dilaporkan kepada 
bupati ?  
 
“Dilaporkan ke kecamatan.” 
 
21. Kapan laporan semester pertama dilaporkan ? 
 
“Ya apabila sudah selesai langsung dilaporkan.” 
  
22. Apakah laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes dilaporkan 
kepada bupati? 
 
“Ya, tetapi melalui kecamatan.” 
 
23. Apakah laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes 
diinformasikan kepada masyarakat ? 
 
“Tidak, tetapi di bahas pada saat rapat.” 
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Lampiran 6 
Form Catatan Wawancara IV 
Hari, Tanggal   : Rabu 12 Juni 2019 
Tempat   : Dusun Tinggen, Duwet, Wonosari Klaten 
1. Data Informan 
Nama   : Bapak Hendro 
Jabatan : Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Duwet 
2. Hasil Wawancara 
1. Siapa yang menyusun Raperdes tentang APBDes? 
”Yang menyusun adalah sekertaris desa.” 
2.  Kepada siapa Raperdes diserahkan ? 
”Diserahkan ke kecamatan.” 
 
3. Raperdes yang telah disepakati bersama diserahkan kepada siapa ? 
“Ke kecamatan.” 
4. Siapa yang hadir dalam musyawarah desa dalam rangka perencanaan 
APBDes ? 
 
 “Seluruh perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa, RT dan 
RW.” 
5. Bagaimana menyikapi segala masukan dari masyarakat dalam proses 
perencanaan APBDes ? 
 
“Semua masukan akan ditampung kemudian didahulukan yang 
menjadi prioritas.” 
6. Apakah penerimaan dan pengeluaran desa dilaksanakan melalui 
rekening desa ? 
 
“Ya melalui rekening desa semua.” 
7. Apakah penerimaan dan pengeluaran desa disertai bukti yang sah? 
 
“Ya.” 
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 Hasil wawancara 
8. Apakah di desa ini memunggut pajak penghasilan dan pajak lainnya ? 
 
“Kurang tahu kalau itu.” 
 
9. Apakah pungutan pajak itu disetorkan ke kas negara ? 
 
“Tidak tahu.” 
 
10. Apakah pernah dilakukan perubahan peraturan desa ? 
 
“Ya, tahun 2018 dilakukan perubahan.” 
 
11. Mengapa perdes itu harus dirubah ? 
 
“Ya, karena ada perubahan situasi.” 
 
12. Berapa kali perubahan perdes dalam setahun ? 
 
“kurang tahu, tetapi tahun 2018 kemarin hanya dilkukan satu kali.” 
 
13. Apakah penerimaan dan pengeluaran desa dibukukan ? 
 
“Tidak tahu.” 
 
14. Apakah di desa Duwet melakukan tutup buku setiap akhir bulan ? 
 
“Ya pasti, yang melakukan adalah bendahara desa.” 
 
15. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran desa menggunakan buku apa 
saja ? 
 
“Itu yang tahu hanya bendahara desa saja.” 
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 Hasil Wawancara 
16. Apakah laporan pertanggungjawaban dilaporkan setiap bulan kepada 
kepala desa ? 
 
“Ya, pasti dilaporkan.” 
  
17. Apakah menggunakan jurnal akuntansi dalam pembukuan ? 
“Saya kurang tahu” 
18. Apakah bapak/ibu membuat laporan pertanggungjawaban? 
 
“Ya, seperti Lpj.” 
 
19. Kapan laporan pertanggungjawaban itu dikerjakan? 
 
“Laporan pertanggungjawaban dibuat pada setiap akhir tahun.” 
 
20. Apakah laporan realisasi pelaksanaan APBDes dilaporkan kepada 
bupati ?  
 
“Ya tetapi melalui kecamatan.” 
 
21. Kapan laporan semester pertama dilaporkan ? 
 
“Tidak tahu.” 
  
22. Apakah laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes dilaporkan 
kepada bupati? 
 
“Ya, tetapi melalui kecamatan.” 
 
23. Apakah laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes 
diinformasikan kepada masyarakat ? 
 
“Diinformasikan kepada BPD, kemudian BPD menyampaikan kepada 
RW dan RT untuk disampaikan kepada masyarakat.”Tidak, 
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Dokumentasi 
 
 
 
 
Tanda bukti penerimaan 
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Tanda bukti pengeluaran 
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Buku bank 
 
 
Buku kas umum 
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Buku kas pembantu pajak 
 
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa, Desa Duwet 2018 
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Absensi musrenbangdes 
99 
 
 
 
Buku rekening desa 
100 
 
 
 
Bukti pajak penghasilan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
101 
 
 
Lampiran 7 
 
Lap. Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa 
(Apbdes) Tahun Anggaran 2018 
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Lampiran 10 
Bukti Cek Plagiasi 
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